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TAHUN 2023 - 2027
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

bahwa untuk pemenuhan jenis pelayanan dasar dan mutu
pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara
maksimal, maka Pemerintah Kabupaten perlu menerapkan
Standar Pelayanan Minimal;

. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (2) huruf a Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan
Standar Pelayanan Minimal maka Tim Penerapan Standar
Pelayanan Minimal mempunyai tugas mengkoordinasikan rencana
aksl penerapan Standar Pelayanan Minimal Daerah dalam bentuk
Peraturan Bupati;

. bahwa dalam rangka Pengimplementasi pasal 17 ayat (2) di bentuk

Tim Standar Pelayanan Minimal Kabupaten/Kota ;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a, huruf b dan huruf ¢, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal
Daerah Tahun 2023-2027.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan

Daerah Tingkat II dan Kotapraja di mSumatera Selatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang ...
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah,
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan

dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar

Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6178);

. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
tentang Perubahan atas peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80
Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang
Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir
(Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2016
Nomor 2), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua
atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir
(Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2023
Nomor 7);

13. Peraturan Bupati ...
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13.Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2024 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat
Daerah (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Hir Tahun 2024
Nomor 40).

MEMUTUSKAN:
PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI PENERAPAN
STANDAR PELAYANAN MINIMAL DAERAH TAHUN 2023 - 2027

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1

3.
. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan

i

10.

11

. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
2.

Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan
Komering Ilir.
Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ilir.

Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

.Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang

selanjutnya disingkat RAP SPM adalah dokumen perencanaan yang
menjadi pedoman dan arahan dalam pencapaian target pencapaian
Standar Pelayanan Minimal yang berhak diperoleh setiap Warga
Negara secara maksimal.

.Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi

kebutuhan dasar Warga Negara.

. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah

ketentuan mengenal jenis dan mutu pelayanan dasar yang
merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh
setiap Warga Negara secara maksimal.

. Penerapan Standar Pelayanan Minimal adalah pelaksanaan

Standar Pelayanan Minimal yang dimulai dari tahapan
pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pemenuhan
Pelayanan Dasar, penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan
Dasar dan pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar

.Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka

penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak
diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minim

Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas
barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya
secara minimal dalam Pelayanan Dasar sesuai dengan Standar
Teknis agar hidup secara layak.

.Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah

dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan
menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai
hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

12. Kegiatan ...
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Kegiatan adalah serangkaian  aktivitas pembangunan yang
dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan
keluaran dalam rangka mencapai hasil suatu program.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang
selanjutnya  disingkat RPJMD adalah dokumen Perencanaan
Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut
Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan
perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

.Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat

RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 {satu)
tahun.

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja
Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah
untuk periode 1 (satu) tahun.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya
disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan
negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya

disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Ogan Komering Ilir

BABII
PENDATAAN, PEMUTAKHIRAN DAN SINKRONISASI DATA
Pasal 2
Melakukan koordinasi pendataan, pemutakhiran dan sinkronisasi
data terkait kondisi penerapan SPM secara periodik.
Pendataan, pemutakhiran dan sinkronisasi data dikoordinasikan
oleh Bagian Tata Pemerintahan selaku Sekretaris Tim Penerapan
SPM Kabupaten dan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang
membidangi urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar.
Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2}, bersumber dari
perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan wajib
terkait pelayanan dasar, yang terdiri dari:
a.jumlah dan identitas lengkap Warga Negara yang berhak
memperoleh barang dan/atau jasa Kebutuhan Dasar Warga
Negara secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar
dan Mutu Pelayanan Dasarnya.
b.jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang tersedia dan
jumlah sarana dan prasarana yang tersedia; dan
c. jumlah dan kualitas sumber daya manusia yang tersedia.
Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam
bentuk format pengumpulan data terhadap urusan pemerintahan
wajib terkait pelayanan dasar merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dalam proses penyusunan RAP SPM.

{(9) Pemutakhiran ....
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(5) Pemutakhiran dan sinkronisasi data sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dilakukan melalui verifikasi data dari Perangkat Daerah
yang membidangi urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil
selaku anggota Tim Penerapan SPM bersama dengan perangkat
daerah yang membidangi urusan Pemerintahan wajib terkait
layanan dasar.

BAB Il
INTEGRASI STANDAR PELAYANAN MINIMAL DAERAH
Pasal 3
(1) Melakukan koordinasi dan mengintegrasikan SPM ke dalam dokumen
perencanaan pembangunan daerah
(2) Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan wajib
terkait layanan dasar memprioritaskan Program, Kegiatan dan sub
kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar ke dalam dokumen RPJMD,
Renstra Perangkat Daerah, RKPD dan Renja Perangkat Daerah.
(3) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah memastikan Program,
Kegiatan dan sub kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar terintegrasi
ke dalam dokumen RKPD dan Renja Perangkat Daerah.

Pasal 4

(1) Melakukan koordinasi dan mengintegrasikan SPM ke dalam dokumen
APBD.

(2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah memastikan Program,
Kegiatan dan sub kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar dalam
dokumen RKPD dan Renja Perangkat Daerah terintegrasi kedalam
APBD dan tercatat sampai kedalam dokumen pelaksanaan anggaran
Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan wajib
terkait layanan dasar.

BAB IV
STRATEGI PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
Pasal 5

(1) Mengoordinasikan perumusan strategi Penerapan SPM dan
melakukan pembinaan dan pengawasan Penerapan SPM.

(2) Bagian Tata Pemerintahan selaku Sekretaris Tim RAP SPM
mengoordinasikan perumusan strategi Penerapan SPM dengan
Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan wajib
terkait layanan dasar.

(3) Inspektorat selaku anggota Tim Penerapan SPM mengoordinasikan
pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat(1).

(4) Perumusan strategi Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) disusun untuk periode 5 (lima) tahun.

(5) Melakukan pembinaan dan pengawasan Penerapan SPM
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui :

a. pertemuan atau rapat koordinasi secara berkala setiap triwulan;
b. bimbingan teknis Penerapan SPM;

c. pendidikan dan pelatihan; dan

d. konsultasi Penerapan SPM.

(6) Langkah ...
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Langkah operasional dan strategi RAP SPM sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) memuat :

a. BAB 1 . Pendahuluan;

b.BABII : Kondisi dan Permasalahan Pemenuhan Penerapan
Standar Pelayanan Minimal;

c. BABIIl : Strategi dan Pemenuhan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal,

d. BABIV : Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan
Standar Pelayanan Minimal; dan

e. BABV : Kesimpulan dan Saran.

Strategi dan Pemenuhan Penerapan SPM sebagaimana dimaksud
pada ayat (6) dituangkan dalam matrik Renaksi Penerapan SPM yang
berupa :
a. program, kegiatan dan sub kegiatan;
b. indikator kinerja jenis pelayanan dasar terhadap penerima layanan
dasar dan mutu layanan dasar yang tidak terpenuht;
tahun dasar pelaksanaan;
. pencapaian SPM;
. inisiasi;
sumber Pendanaan; dan
. instansi Pelaksana.

@m0 Qo0

Langkah operasional dan strategi Penerapan SPM sebagaimana
dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6
Melakukan sosialisasi Penerapan SPM kepada masyarakat sebagai
penerima manfaat.
Sosialisasi Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan untuk menyampaikan strategi dan rencana program
kegiatan pemenuhan SPM pada tahun anggaran berjalan dan tahun
berikutnya.
Sosialisasi Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat {2)
dilakukan oleh Bagian Tata Pemerintahan selaku Sekretaris Tim
Penerapan SPM dan Perangkat Daerah yang membidangi urusan
komunikasi dan informatika melalui pemanfaatan media lokal yang
mudah diakses masyarakat dan forum kemasyarakatan.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 7
Melakukan koordinasi dan konsolidasi sumber pendanaan dalam
pemenuhan penganggaran Kabupaten.
Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan
pada APBD.
Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim RAP SPM Kabupaten

memprioritaskan  pembiayaan Penerapan SPM  sebagaimana
dimaksud pada ayat (2).

(4) Dalam ...
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(4) Dalam hal APBD tidak mencukupi pembiayaan Penerapan SPM, Tim

(5)

(6)

(1)
(2)

(3)

(1)

(2)

(1}
{2)

(3)

Penerapan SPM mengupayakan sumber pendanaan lainnya yang sah
dan tidak mengikat.

Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemberdayaan
masyarakat dan Desa selaku anggota tim penerapan SPM, dapat
menganggarkan pembiayaan penerapan SPM sebagaimana dimaksud
pada ayat (2).

Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim RAP SPM Kabupaten dapat
mengupayakan sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) melalui kerja sama dengan Kabupaten lain, kerja sama dengan
pihak ketiga, kerja sama dengan Badan Usaha, mengusulkan
pembiayaan dari APBN dan upaya lainnya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PEMANTAUAN DAN EVALUASI
Pasal 8

Mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi Penerapan SPM
Kabupaten

Pemantauan dan evaluasi Penerapan SPM sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap triwulan.

Hasil pemantauan dan evaluasi digunakan sebagai bahan
penyusunan kebijakan Penerapan SPM tahun berikutnya.

Pasal 9

Menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat melalui
sistem informasi yang dimiliki Pemerintah Kabupaten yang
terintegrasi.

Pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dikoordinasikan oleh Bagian Tata Pemerintahan selaku sekretaris tim
penerapan SPM dan dikonsolidasikan cleh Perangkat Daerah yang
membidangi hubungan masyarakat dan dapat melibatkan organisasi
kemasyarakatan.

Pasal 10
Melakukan koordinasi pencapaian berdasarkan laporan Penerapan
SPM.
Bagian Pemerintahan selaku Sekretaris Tim Penerapan SPM
melakukan analisis Laporan Penerapan SPM sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) pada triwulan 4 (empat).
Hasil analisis laporan Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada
ayat (2} digunakan sebagai rekomendasi kebijakan perencanaan
tahun berikutnya.

Pasal 11 ...
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Pasal 11

(1) Bagian Tata Pemerintahan selaku Sekretaris Tim Penerapan SPM
melaporkan Penerapan SPM kepada sekretariat bersama di tingkat
pusat melalui sistem pelaporan SPM  berbasis  aplikasi
https://spm.bangda.kemendagri.go.id.

(2) Laporan Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan secara triwulan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan di Kayu Agung
pada tanggal 3 Maret 1025
BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

MUCHENDI MAHZAREKI

Diundangkan di Kayu Agung
pada tanggal % Maret 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,

ASMAR WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2025 NOMOR &

P Hi i
araf Hirarki Paraf Koordinasi

Sekretaris Daerah

Asisten Pemerintahan dan Kesra

Kepala Bagian Hukum \ T

— 1]

Kabag Tata Pemerintahan

jdiliditakebiogndd.id
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Lampiran Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir
Nomor ... Tahun 2025
Tanggal ...

RENCANA AKSI PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
DAERAH TAHUN 2023-2027

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji syukur kehadirat Allah SWT, karena
Rahmat dan KaruniaNya Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi
Penerapan Standar Pelayanan Minimal Daerah Tahun 2023-2027 di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir, dapat
diselesaikan dengan baik.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan ketentuan
tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan
wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
Penekanan kata “minimal” dalam istilah SPM ini mengacu pada batas
minimal tingkat cakupan dan kualitas pelayanan dasar yang harus
dicapai oleh daerah dengan batas wakiu yang ditentukan.

Untuk memastikan pemenuhan layanan dasar secara minimal,
Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir melakukan pemetaan
untuk melihat sejauh mana jangkauan pelayanan minimal diterima
oleh masyarakat, schingga Hasil pemetaan persoalan tersebut
dijadikan sebagai dasar untuk membuat desain perencanaan jangka
menengah pencapaian SPM melalui Rencana Aksi Penerapan Standar
Pelayaanan Minimal Daerah.

Kami mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya
kepada seluruh pihak yang telah mendukung penyusunan Renaksi
Penerapan Standar Pelayaanan Minimal Daerah ini. Semoga Renaksi
Penerapan Standar Pelayaanan Minimal Daerah ini mampu
memberikan perubahan untuk mendukung perencanaan
pembangunan Daerah terutama dalam upaya meningkatkan kualitas
pelayanan dasar bagi masyarakat.

Kami sadari bahwa dalam penyusunan Peraturan Bupati tentang
Renaksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Daerah ini masih
banyak terdapat kekurangan oleh karena itu kritik dan saran sangat
diperlukan untuk penyempurnaan Peraturan Bupati tentang Renaksi
Penerapan Standar Pelayanan Minimal Daerah yang akan datang.

jdildkakabibgngdd.id
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah merupakan pemberian otonomi yang seluas-
luasnya kepada daerah antara lain dimaksudkan untuk mempercepat
terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan urusan
wajib pelayanan dasar dengan prinsip otonomi yang dilaksanakan
secara nyata dan bertanggungjawab.

Penanganan urusan pemerintahan tersebut dilaksanakan
berdasarkan tugas, wewenang dan kewajiban sesuai dengan potensi
dan kekhasan daerah dalam memberdayakan masyarakat untuk
meningkatkan kesejahteraan.

Dalam rangka  pelaksanaan otonomi daerah tersebut
dilaksanakan sejalan dengan tujuan yang akan dicapai dengan
melakukan pembinaan dan pengawasan berupa pemberian pedoman,
standar, arahan, bimbingan, pelatihan, supervisi, pengendalian,
koordinasi, pemantauan dan evaluasi. Hal ini bertujuan untuk
meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang
sejalan dengan tujuan nasional dalam kerangka Negara Kesatuan
Republik Indonesia.

Salah satu bentuk perwujudan dari Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan
Minimal adalah dengan menyusun Renaksi Penerapan SPM Daerah
dalam bentuk Peraturan Kepala Daerah.

SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis dan mutu
pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara
minimal, namun terdapat perubahan mendasar dalam pengaturan
mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar, kriteria penetapan SPM,
dan mekanisme penerapan SPM.

SPM diposisikan untuk menjawab isu-isu krusial dalam
penyelengaraan Pemerintahan Daerah, khususnya dalam pelayanan
dasar pada terciptanya kesejahteraan masyarakat. Upaya ini sangat
sesual dengan apa yang dijamin dalam konstitusi sekaligus untuk
menjaga kelangsungan kehidupan berbangsa yang serasi, harmonis
dan utuh dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk memberikan pelayanan publik secara maksimal kepada
masyarakat yang berorientasi terhadap terwujudnya pelayanan
publik yang prima, maka Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir
menerapkan SPM dengan tujuan peningkatan pelayanan prima
menuju Good Governance.

1.2. MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Maksud penyusunan Renaksi Penerapan SPM adalah sebagai
komitmen pemerintah daerah dalam Perencanaan dan Penganggaran
SPM setiap tahun, memastikan program, kegiatan dan sub kegiatan
penerapan SPM tertuang dalam dokumen perencanaan daerah,
langkah-langkah konkrit dalam pemenuhan SPM dan alat
melaksanakan pemantauan dan evaluasi penerapan SPM di daerah.

jdildkakabibgngdd.id
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Renaksi ini bertujuan untuk dapat memenuhi kebutuhan data
dan informasi diberbagai tingkatan administrasi dalam rangka

peningkatan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan
daerah.

Kebijakan dan program pembangunan yang ditetapkan oleh
Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir dalam mencapai sasaran
meningkatnya  aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan
pemerintah daerah yang ditetapkan dengan kebijakan meningkatkan
kualitas penyelenggaraan pelayanan publik, dengan program
penyempurnaan sistem manajemen pelayanan publik.

1.3. KONDISI UMUM WILAYAH
1.3.1 Luas Wilayah dan Batas Wilayah
Kabupaten Ogan Komering Ilir merupakan salah satu

Kabupaten yang terletak di Provinsi Sumatera Selatan. Secara
geografis Kabupaten Ogan Komering Ilir yang beribukota di
Kayuagung, terletak 104°20’ - 106°00’ Bujur Timur dan 2°30’- 4°15’
Lintang Selatan, dan secara administrasi wilayah Kabupaten Ogan
Komering Ilir memiliki batasan dengan beberapa kabupaten sebagai
berikut:
Sebelah utara : Kabupaten Banyuasin dan Kota Palembang
Sebelah selatan : Provinsi Lampung;
Sebelah timur : Selat Bangka dan Laut Jawa;
Sebelah barat : Kabupaten Ogan llir dan Kabupaten OKU Timur

Kabupaten Ogan Komering Ilir yang beribukota di Kayuagung,
terletak antara 104°20’ - 106°00° Bujur Timur dan 2°30’ - 4°15’ Lintang
Selatan. Memiliki luas wilayah 17.071,33 km? atau 18,64% dari luas
wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Kabupaten ini memiliki 18 Kecamatan.
Kecamatan tersebut yaitu Kayuagung, Pedamaran, Pedamaran Timur, Teluk
Gelam, Tanjung Lubuk, Sirah Pulau Padang, Jejawi, Pampangan,
Pangkalan Lampam, Tulung Selapan, Air Sugihan, Cengal, Sungai
Menang, Mesuji, Mesuji Makmur, Mesuji Raya, Lempuing, dan Lempuing
Jaya.

po o e

Kecamatan Kayuagung merupakan Kecamatan dengan Iluas
wilayah terkecil yaitu 145,45 Km? atau 0,85 % dari total wilayah
Kabupaten Ogan Komering Ilir. Sedangkan Kecamatan luas wilayah
terbesar adalah Kecamatan Tulung Selapan dengan luas wilayah
4.853,40 Km? atau 28,43% dari total wilayah Kabupaten Ogan
Komering Ilir, jauh lebih luas dari Kecamatan Kayuagung.

1.3.2 Topografi

Wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir memiliki topografi
dataran rendah. Kecamatan yang bertopografi tertinggi adalah
Kecamatan Mesuji Makmur dengan ketinggian 98 mdpl {meter diatas
permukaan laut), sedangkan Kecamatan yang memiliki topografi
paling rendah yaitu Kecamatan Air Sugihan dengan ketinggian 8
mdpl. Kecamatan Air Sugihan, Kecamatan Tulung Selapan,
Kecamatan Cengal, dan Kecamatan Sungai Menang sebagian
wilayahnya merupakan berbatasan dengan laut, sehingga Kecamatan
ini memiliki pantai.

jdilditakekiogodd.id
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Secara topografis Kabupaten Ogan Komering Ilir mempunyai
wilayah yang tidak terlalu tinggi namun juga mempunyai daerah laut.
Dari segi morfologi wilayah di Kabupaten Ogan Komering llir, terdapat
wilayah kategori pesisir laut. Topografi dataran rendah dan pantai
terdapat di beberapa Kecamatan di Kabupaten Ogan Komering Ilir
dan pada umumnya merupakan endapan sedimen sungai dan pantai
berpotensi pengembangan pertanian dan perikanan/tambak.

1.3.3 idrologi

Secara hidrologi Kabupaten Ogan Komering Ilir terdapat sungai
yang membentang dari hulu Kabupaten OKU Selatan dan
bermuara ke Sungai Musi yaitu Sungai Komering., serta Sungai
Mesuji yang membatasi Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan
Provinsi Lampung dan bermuara ke Laut Jawa. Selain kedua sungai
utama tersebut, daerah Ogan Komering Ilir dialiri pula oleh sungai-
sungai kecil yang bermuara ke Selat Bangka. Sungai-sungai
tersebut adalah Sungai Sugihan yang mengalir di wilayah
Kecamatan Air Sugihan, Sungai Duabelas dan Sungai Lebong Itam
yang mengalir di wilayah Kecamatan Tulung Selapan, Sungai Lumpur
yvang membatasi Kecamatan Tulung Selapan dan Kecamatan
Cengal, Sungai Jeruju dan Sungai Pasir yang mengalir di wilayah
Kecamatan Cengal.

Potensi sumberdaya air di Kabupaten Ogan Komering Ilir selain
dipengaruhi oleh kondisi klimatologi wilayah, juga dipengaruhi oleh
beberapa aliran sungai yang melintas pada beberapa kawasan.
Potensi sumberdaya air tersebut dimanfaatkan oleh masyarakat
untuk kegiatan pertanian dan sumber air baku untuk kebutuhan
lainnya. Potensi air tanah dapat dimanfaatkan sebagai air baku
untuk berbagai kepentingan kegiatan masyarakat, baik untuk
kebutuhan konsumsi maupun untuk menunjang kegiatan ekonomi
masyarakat. Potensi air tanah yang terdapat di Kabupaten Ogan
Komering Ilir ditunjang oleh keberadaan aliran sungai. Selain itu
potensi air di Kabupaten Ogan Komering Ilir juga dipengaruhi oleh
aliran Sungai- sungai tersebut yang sebagian besar dimanfaatkan
untuk kegiatan pertanian dan sumber air bersih.

1.3.4 Demografi

Secara umum, jumlah penduduk di Kabupaten Ogan Komering
flir di tabun 2022 mengalami peningkatan yang cukup signifikan
dibandingkan dengan hasil sensus penduduk di tahun 2010. Hasil
Proyeksi Penduduk Badan Pusat Statistik Kabupaten Ogan Komering
Ilir interim tahun 2022 menunjukkan jumlah penduduk Kabupaten
Ogan Komering Ilir sebanyak 776.690 jiwa. Selama periode 2020
hingga 2022, laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Ogan
Komering Ilir sebesar 2,01 persen per tahun.

Pada Tahun 2022, persebaran penduduk di Kabupaten Ogan
Komering Ilir terbilang merata. Jika dibandingkan menurut
kelompok umur, penduduk Kabupaten Ogan Komering [lir
didominasi oleh penduduk usia produktif (15-64 tahun) sebesar 70%.

Dengan luas wilayah sebesar 17.071,33 km?2, kepadatan penduduk di
Kabupaten Ogan Komering Ilir sebesar 42-43 jiwa per km?2.
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1.3.5 Kawasan Rawan Bencana

1. Bencana Alam Banjir

Beberapa wilayah di Kabupaten Ogan Komering Ilir merupakan
daerah rawan bencana banjir. Banjir sebagai fenomena alam terkait
dengan manusia terjadi sebagai akibat aktualisasi beberapa faktor
yaitu: hujan, kondisi sungai, kondisi daerah hulu, kondisi daerah
budidaya dan pasang surut air laut. Potensi terjadinya ancaman
bencana banjir dan tanah longsor saat ini disebabkan keadaan badan
sungai rusak, kerusakan daerah tangkapan air, pelanggaran tata-
ruang wilayah, perencanaan pembangunan kurang terpadu, dan
disiplin masyarakat yang rendah. Selain faktor-faktor tersebut di
atas, banjir juga kerap terjadi karena sifat alami wilayahnya, seperti
bentuk dan luas daerah aliran sungai yang terpadu dengan curah
hujan yang tinggs.

2. Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan

Berdasarkan data ekosistem gambut Provinsi Sumatera Selatan
vang tersebar di 7 (tujuh) Kabupaten/Kota diketahui hampir
separuhnya berada di Kabupaten Ogan Komering llir yang luasnya
berkisar 1,03 Juta Ha atau hampir separuh dari total area ekosistem
gambut Provinsi Sumatera Selatan. Selain kebermanfaat dari sisi
ekonomi, bila tidak dilakukan pengawasan secara ketat lahan
gambut ini juga dapat berubah menjadi potensi bencara kebakaran
lahan terutama pada saat musim kemarau. Sebagaimana kita tahu,
lahan gambut yang mudah terbakar ini berada dibawah tanah
dengan kedalaman bisa melebihi 3 (Tiga) meter sehingga
menyebabkan api sulit dipadamkan.

1.3.6 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi
1. Perumbuhan Ekonomi

Salah satu indikator ekonomi yang digunakan untuk melihat
hasil-hasil pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah
adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB
mencerminkan kinerja perekonomian suatu daerah. Menurut definisi,
PDRB adalah nilai produk barang dan jasa yang diproduksi di suatu
wilayah (regional) tertentu dalam waktu tertentu tanpa melihat faktor
kepemilikan. Dari data PDRB dapat dilihat tingkat pertumbuhan dan
struktur ekonomi suatu wilayah. Struktur ekonomi suatu wilayah
biasanya disajikan dari pertumbuhan PDRB atas dasar harga
berlaku. Sedangkan pertumbuhan ekonominya biasanya dihitung
dari pertummbuhan PDRB atas dasar harga konstan.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Ogan
Komering Ilir capaian kinerja makro pembangunan tahun 2021-2022
sebagai berikut:

1) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Ogan
Komering Ilir Tahun 2022 atau jumlah nilai tambah yang
dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi, berdasarkan harga berlaku
mencapai Rp. 34.459.322 (Tiga Puluh Empat Juta Empat Ratus
Lima Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Dua Rupiah)
dengan laju pertumbuhan ekonomi mencapai 6,73 persen
dibandingkan tahun sebelumnya.
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2) Angka kemiskinan juga mengalami penurunan yang cukup
berarti, dari 14,68% pada tahun 2021 pada tahun 2022 menjadi
13,23 %

3) Sedangkan untuk angka pengangguran terbuka (TPT) Kabupaten
Ogan Komering llir tahun 2022 sebesar 3,75% mengalami sedikit
penurunan bila dibandingkan tahun 2021 sebesar 3,01%

4) Capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Ogan
Komering Ilir Tahun 2022 sebesar 68,02 persen dibanding capaian
tahun 2021 hanya sebesar 67,17 persen

5) Angka Partisipasi Murni (APM) tingkat SD/MI sebesar 96,84
persen. Untuk tingkat SMP/MTS sebesar 77,67 persen dan untuk
tingkat SMA/SMK/MA sebesar 59,85 persen.

6) Angka Partisipasi Kasar (APK) tingkat SD/MI sebesar 112,54
persen. Untuk tingkat SMP/MTS sebesar 90,30 persen dan untuk
tingkat SMA/SMK/MA sebesar 73,59 persen

7) Angka Rata-rata Lama Sekolah mencapai 7,05 Per tahun.

8) Angka melek huruf 96,69 Persen.

9) Angka Usia Harapan Hidup mencapai 68,67 Per Tahun.

10) Tingkat Indeks Pembangunan Gender sebesar 91,30 persen
Pertumbuhan ekonomi merupakan tolok ukur
keberhasilan sebuah pembangunan ekonomi dalam upaya
meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan
ekonomi terwujud atas berbagai proses kenaikan kapasitas
produksi yvang diwujudkan ke dalam kenaikan pendapatan
wilayah. Kondisi pertumbuhan ekonomi dalam sau wilayah
dipengaruhi beberapa faktor yang menyebabkan kondisinya
bisa naik, stagnan atau bahkan menurun. Faktor-faktor yang
mempengaruhi pertumbuhan ekonomi antara lain kondisi
sumber daya manusia, sumber daya alam, ketersediaan
modal, perkembangan teknologi dan kondisi sosial politik.

2. Kondisi Pembangunan Manusia

Pembangunan manusia di Kabupaten Ogan Komering Ilir pada
tahun 2022 mengalami kemajuan yang ditandai dengan
meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dibandingkan
dengan tahun sebelumnya. Pada tahun 2022 IPM Kabupaten Ogan
Komering Ilir meningkat mencapai 68,02 persen dibandingkan Tahun
2021 yang besarnya 67,17 persen.

Selama periode 2020-2021, beberapa komponen pembentuk IPM
mengalami peningkatan yaitu Angka Harapan Hidup pada tahun
2021 mencapai 68,67 Persen meningkat bila dibandingkan dengan
tahun 2020 yang besarnya mencapai 68,61 persen, Rata-rata Lama
Sekolah pada tahun 2021 mencapai 7,05 persen meningkat bila
dibandingkan dengan tahun 2020 yang besarnya mencapai 7,04
persen, Harapan Lama Sekolah pada tahun 2021 mencapai 11,68
persen meningkat bila dibandingkan dengan tahun 2020 yang
besarnya mencapai 11,42 persen dan Pengeluaran per Kapita pada
tahun 2021 mencapai 10775,00 juta rupiah meningkat bila
dibandingkan dengan tahun 2020 yang besarnya mencapai
10725,00 juta rupiah. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten

Ogan Komering Ilir pada tahun 2020-2021 dapat dilihat pada tabel
berikut:
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Tabel
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Kabupaten Ogan Komering Ilir
Tahun 2023-2024

) _ Tahun
No | Indikator Indeks Pembangunan Manusia 5023 2024
! Umur Harapan Hidup (Tahun 74,09 74,23
2 | Rata-rata Lama Sekolah (Tahun) 7,08 7,19
3 | Harapan Lama Sekolah (Tahun) 11,97 11,98
4 | Pengeluaran per Kapita yang disesuaikan 11.736,00 | 12.305,00
(000 rupiah)
5 | Indek Pembangunan Manusia (IPM) 70,80 71,48
6 | Pertumbuhan IPM 0,89 0,96

Sumber : BPS Kab.OKI

-1.4 TUGAS DAN FUNGSI TIM PENERAPAN SPM

Renaksi Penerapan SPM Daerah disusun berdasarkan hasil
pemantauan dan evaluasi yang dilakukan pada capaian penerapan
SPM pada Tahun sebelumnya (N-1) dalam pelaksanaannya tim
penerapan SPM melakukan serangkaian proses perencanaan strategi
yvang dirumuskan dengan mempertimbangan isu-isu strategis dan
permasalahan yang terjadi dalam penerapan capaian SPM yang harus
dihadapi selama pelaksanaan penerapan SPM. Strategi tim
penerapan SPM dalam menyusun Renaksi Penerapan SPM Daerah
harus memperhatikan faktor internal dan eksternal yang berada di
dalam lingkup ekologi/lingkungan pembangunan di Kabupaten Ogan
Komering llir yang mempengaruhi tidak tercapainya sasaran capaian
SPM. Pendekatan yang digunakan oleh tim Penerapan SPM dalam
merumuskan Renaksi Penerapan SPM Daerah adalah dengan
membuat inisiasi yang berisi solusi dan 1inovasi yang dapat
diterapkan oleh tim Penerapan SPM dalam upaya memperbaiki
capaian, sehingga rumusan strategi Renaksi Penerapan SPM Daerah
yvang disusun merupakan rangkaian hubungan yang saling
berpengaruh antara kekuatan, kelemahan, dan peluang serta
ancaman yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam menerapkan
SPM di daerah masing-masing.

Seiring dengan telah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah menerbitkan
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59
Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal sebagai
pengganti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018.
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 harus dipedomani oleh setiap
pemerintah daerah dalam pelaksanaan penerapan SPM baik Provinsi
maupun Kabupaten/Kota.

jdifdkakakogndd.id
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BAB II
KONDISI DAN PERMASALAHAN PEMENUHAN PENERAPAN SPM

2.1. KONDISI PEMENUHAN PENERAPAN SPM

Program Prioritas Pemenuhan SPM sesuai dengan telaah terhadap Rencana Strategis, dalam Rencana Strategis
Kabupaten Ogan Komering Ilir 2022-2024 terdapat beberapa fokus dalam urusan pemerintahan wajib pelayanan

dasar, yaitu sebagai berikut:

2.1.1 BIDANG PENDIDIKAN

Tabel 2.1.1 Kondisi capaian SPM bidang pendidikan di Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2022

SPM Bidang Pendidikan Kabupaten/Kota
Pendidikan Anak Usia Dini Pendidikan Dasar Pendidikan Kesetaraan
Usia 5 (Lima) tahun sampai dengan 6(Enam) Usia 7 (Tujuh) tahun sampai dengan 12 {(Dua Usia 13 (Tiga Belas) tahun sampai dengan 15
tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar belas) tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar {Lima belas) tahun untuk Jenis Pelayanan Realisasi Anggaran
Kabupaten/ Kota pendidikan Anak Usia Dini pendidikan Dasar Dasar pendidikan Kesetaraan Pagu Anggaran SPM SPM
(Rp)
Jumlah Total Jumlah Jumiah Total jumlah Jumlah Total : (Rp)
Yang Harus Orang Cap(a;]a]n Yang Harus Orang Cap(:iﬁa; Yang Harus ]u“,;::_}l'ag;:?g (‘Ap(agz )n
Dilayani Terlayani Dilayani Terlayani Dilayani

Kab. OGAN
KOMERING 27.119 21002 77,44% 89.106 91.554 102,74% 45,902 37.906 82,58% | 195.843.000.000 | 195.843.000.000
ILIR

Sumber: Laporan SPM Daerah
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2.1.2 BIDANG KESEHATAN

Tabel 2.1.2 Kondisi capaian SPM bidang keschatan di Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2022

SPM Bidang Kesehatan (Kabupaten)
Pelayanan Kesehatan Ibu | Pelayanan Kesehatan Ibu Pelayanan Kesehatzn Pelayanan Kesehatan Pelayanan Kesehatan Pada | Pelayanan Kesehatan Pada|  Pelayanan Kesehatan Pada
Hamil Bersalin Bayi Baru Lahir Balita Usia Pendidikan Dasar Usia Produktif Usia Lanjut
Kabupate Jumlah Jumiah Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah
h .
n/ Kota Total | Jumlah ) Total | jumlah . Total | Jumlah . Total | Jumlah . Jumlah Jumlah . Jumla 1ah | capaia
/ Yang Orang Ca:a:a Yang Orang Ca[;:ala Yang Orang Cat;:ala Yang Orang Ca:axa 'ggntag] Orang Carr;\aia ;1;::': Orang Ca!}:ala Total Yang ];:r;ng :
Dl-:lz:lrl;sn Ter':.f:lya (%) Dl-lllarus Ter":?ya (%) Dl-_lle;n;sn Terlflya (%) Dl-'Ilarus Terl-;iya (%) Harus Tel;ll?ya () Harus Terl?yan (%) Dl?laa;‘;fl . Terlayani (%)
iy 1 H aiyan i iy ni i aiyan n Dilayani Dilayani
Kab.
o emiy | 14660] 13.693| 93% | 13.995| 13.384| 96% | 13.482| 13.383| 99% | 67.903| 66.197| 97% | 115.498| 115.464| 100% | 478.132] 475931 100% |  65.975| 65975 100%
G ILIR
SPM Bidang Kesehatan (Kabupaten)
Pelayanan Kesehatan Orang
dengan Resiko Terinfeksi Virus Pagu Realisasi
Tah Anggaran
Pelayanan Kesehatan Penderita | Pelayanan Kesehatan Penderita Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Pelayanan Kesehatan Orang Yanguhg::fﬁ::ﬁ;?;ﬁmi an nsggM Aﬂggaliﬂ" SPM
Hipertensi Diabetes Melitus Gangguan Jiwa Berat Terduga Tuberkolosis Immunodeficiency Virus) Yang (Rp} (Rp)
Bersifat Peningkatan/ Promotif
dan Pencegahan/Preventif.
Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah
Total Jumlah Capaian Total Jumtah | o ian | Total Yang Jumlah Capaian Total Jumlah | 0o Total Jumlah | ¢, 00ian Total Pagu Total Realisasi
Yang Orang (%) Yang Orang (%) Harus Orang (o) Yang Orang (%) Yang Orang () Anggaran Anggaran
Harus Terlayani Harus Terlayani - . Terlayani Harus Terlayani Harus Terlayani
] . . Dilayani . . . :
Dilayani Dilayani Dilayani Dilayani
179,912 | 161.965 90% 45.378 43.532 96% 1.072 1.072 1009 12.850 12.366 96% 17.590 16.055 91% 2.135.000.000 | 2.135.000.000

Sumber : Laporan SPM Daerah
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2.1.3 BIDANG PEKERJAAN UMUM
Tabel 2.1.3 Kondisi capaian SPM bidang pekerjaan umum di Kabupaten OGAN KOMERING ILIR Tahun 2021

L Pemenuhan Kebutuhan Air Minum Sehari-Harj Penyediaan Pelayanan Pengolahan Alr Limbah Domestk Pagu Anggaran Realisasi Anggaran
Kabupaten/Kota Jumiah Total Yang Jumlah Orang Capaian jumlah Total Yang Harus '“'}I‘,Lal_*l‘a";::* Capalan SPM SPM
Harus Dilayani Teriayani (%6} Dilayani ¥ (%) {Rp) (Rp}
Kab. 0GAN KOMERING ILIR 15.850 15.701 994 1.500 1.475 98% 23.309.969.000 15.315.843.911

Sumber : Laporan SPM Daerah

2.1.4 BIDANG PERUMAHAN RAKYAT
Tabel 2.1.4 Kondisi capaian SPM bidang perumahan rakyat di Kabupaten OGAN KOMERING ILIR Tahun 2021

Penyediaan dan Rebabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagl Korban Bencana Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni Bagl Masyarakat Yang Terkena Pagu
Daerah Kabupaten/Kota Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Xota Anggaran Realisasi Anggaran SPM
Kabupaten/ Kota Jumlah O Capai Capaian SPM (Rp)
mlah Orang apafan . .
H
Jumlah Total Yang Harus Dilayani Terlayani (%) Jumlah Total Yang Harus Dilayani jumlah Orang Terlayani (%) )
Kab. 0GAN 0 0 100,00% Q V] 100,00% 0 0

KOMERING ILIR

Sumber : Laporan SPM Daerah
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2.1.5 BIDANG KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Tabel 2.1.5 Kondisi capaian SPM bidang trantibumlinmas di Kabupaten OGAN KOMERING ILIR Tahun 2021

Pelayanan Ketentraman dan Pelayanan Informasi Rawan Pelayanan Pencegahan dan Pelayanan Penyelamatan dan Pelayanan Penyelamatan dan
Ketertiban Urmum Benccana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Evakuasi Korban Bencana Evakuasi Korban Kebakaran o
Kabupaten/ Jumiah Jurniah Jumlah Jumlah Pagu Realisasi
K ; . . Anggaran SPM | Anggaran SPM
o |JumiahTotall - Jumlah | coogian |TotalYang| Y™ ! Capaian |TotalYangl UMM | Capaian |Total Yang| ™M | Capaian | TotalYang| ‘G | Capaian | M9%8r" %
Yal:r)1-|g oty TC:'rang , (%) Harus Toﬂrang i (%) Harus Orang (%) Harus orang (%) Harus Telrang i %)
ilayant erlayani Dilayani erlayani Dilayani Terlayani Dilayani Terlayani Dilayani erlayani
Kab. OGAN
KOMERING 50 50 100% 106 106 100% 62 62 100% 10.010 7.080 71% 50 50 100% | 8.384.162.250 | 7.968.686.958
ILIR

Sumber : Laporan SPM Daerah

2.1.6 BIDANG SOSIAL

Tabel 2.1.6 Kondisi capaian SPM bidang sosial di Kabupaten OGAN KOMERING ILIR Tahun 2021

. ]
Perlindungan dan Jaminan
Rehabilitasi Sosial Dasar o e e . Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Sosial Pada Saat Tanggap
Penyandang Disabilitas ARell:?rbllitastlaSu; lla ! DaPs ar Rell}abll’;‘tasl; Sosmll)lliasarpl‘an!ut Khususnya Gelandangan dan Pengemis dan Paska Bencana Bagi
Terlantar Diluar Panti nak lerlantar Diluar Pant sia Terlantar Blluar Fanti Diluar Panti Korban Bencana Daerah Realisasi
Kabupaten/ Kabupaten/Kota Pagu Anggaran
Kota Angpgaran n8g
Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah SPM (Rp) SPM (Rp)
] Jumlah . Total jumlah , Jumlah . Jumlah Total Jumlah . Total Jumiah Capai
To}t{:::l asng Orang Ca;z;;:;n Yang Orang Ca;;:;:z)m Tol_tf; :jasng Orang Cap;an Yang Harus Orang Ca;E::]m Yang Orang alzggn
Dilayani Terlayani Harus | Terlayani Dilavani Terlayani (%) Dilayani Terlayani Harus | Terlayani
Dilayani yani Dilayani
Kab. OGAN
KOMERING 62 62 100% 44 44 100% 51 51 100% 5 5 100% 103 103 100% | 748.543.876 | 748.543.876
ILIR

Sumber Laporan SPM Daerah
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2.2. PERMASALAHAN PEMENUHAN PENERAPAN SPM
Dalam pencapaian penerapan SPM di Kabupaten Ogan
Komering Ilir ditemukan beberapa permasalahan sebagai berikut:

2.2.1. Pendidikan

Bidang Pendidikan di Kabupaten Ogan Komering Ilir secara
umum mengalami perkembangan ke arah yang lebih baik. Akan
tetapi, dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berkaitan dengan
urusan wajib pelayanan dasar yang telah dilaksanakan, masih
terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian

SPM, adalah sebagai berikut:

1) Belum terdistribusinya tenaga pendidik pada SD dan SMP untuk
daerah tertinggal, terdepan dan terluar dan masih terdapat guru
yvang belum memenuhi kualifikasi pendidikan S-1 dan ada
beberapa guru yang sudah memenuhi kualifikasi S1 namun
belum tersertifikasi;

2) Belum merata dan optimalnya akses, kualitas dan tenaga
pendidikan;

3) Fasilitas Pendidikan baik Sarana dan Prasana pada setiap Sekolah
masih terbilang kurang dan belum memenuhi Standar
Pendidikan;

4) Beberapa SD dan SMP belum memiliki sarana dan prasarana yang
memadai seperti kondisi bangunan ruang kelas rusak yang
berdampak pada kelancaran proses belajar mengajar;

5) Minimnya anggaran yang dialokasikan pada sekolah PAUD, SD
dan SMP di daerah.

2.2.2. Kesehatan
Dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berkaitan dengan

urusan wajib pelayanan dasar bidang Kesehatan yang telah

dilaksanakan, masih terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi

dalam pencapaian SPM, adalah sebagai berikut:

1) Keterbatasan alokasi anggaran penyediaan sarana dan prasarana
peralatan medis dan non medis pada Pusat Kesehatan;

2} Minimnya sarana pendukung lstrik, internet, komunikasi dan
alat transportasi;

3) Belum terpenuhinya SDM penyuluh yang sesuai dengan kondisi
masyarakat dan sarana prasarana Kesehatan yang belum lengkap;

4) Kurangnya pemahaman terhadap pelaporan Kesehatan terutama
pada faskes;

5) Kurangnya pemahaman terhadap pengumpulan data jumlah
penduduk.

2.2.3. Pekerjaan Umum

Penyelenggaraan bidang Pekerjaan Umum di Kabupaten Ogan
Komering Ilir secara umum mengalami perkembangan ke arah
yang lebih baik, namun masih terdapat berbagai permasalahan
vang dihadapi dalam pencapaian SPM, adalah sebagai berikut:
1) Alokasi anggaran yang sangat terbatas;
2} Belum tersedianya basis data yang akurat;
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3) Belum terintegrasinya program, kegiatan dan sub kegiatan SPM
terutama sub bidang air bersih dalam dokumen perencanaan
sehingga indikator layanan belum tercapai;

4) Minimnya sarana dan prasarana dalam menunjang penerapan
SPM seperti jaringan air bersih layak minum.

2.2.4. Perumahan Rakyat
Penyelenggaraan bidang Perumahan Rakyat di Kabupaten Ogan
Komering [lir secara umum mengalami perkembangan ke arah yang
lebih baik, namun masih terdapat berbagai permasalahan yang
dihadapi dalam pencapaian SPM, adalah sebagai berikut:
1) Minimnya alokasi anggaran;
2) Belum terintegrasi dan terinternalisasinya program, kegiatan dan
sub kegiatan kebencanaan;
3) Minimnya sarana dan prasarana terhadap penunjang mutu
layanan;
4} Status Tanah yang tidak jelas;
5) Masih kurangnya pemahaman dalam menyusun pelaporan SPM.

2.2.5.Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan
Masyarakat Penyelenggaraan bidang Trantibumlinmas di

Kabupaten Ogan Komering Ilir

secara umum mengalami perkembangan ke arah yang lebih baik,

namun masih terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi dalam

pencapaian SPM, adalah sebagai berikut:

1) Kurangnya SDM dilapangan dalam melaksanakan penanganan

bencana;
2) Masih terbatasnya tenaga Penyidik Pegawai Negeri
Sipil (PPNS) yang mempengaruhi terhadap kinerja

Pemerintahan Daerah;

3) Minimnya anggaran dalam menunjang Kkegiatan khususnya
dibidang tanggap darurat dan penanggulangan;

4) Belum optimalnya penerapan dan penegakan Perda yang telah
ditetapkan;

5) Belum adanya data tentang daerah rawan bencana yang memadai;

6) Belum tersedinya sarana dan prasarana yang memadai.

2.2.6. Sosial

Penyelenggaraan bidang Sosial di Kabupaten Ogan Komering Ilir
berkembang seiring waktu ke arah yang lebih baik, namun ada
beberapa masalah dalam pelaksanaan pencapaian SPM, adalah
sebagai berikut:
1} Minimnya anggaran pelaksanaan penerapan SPM;
2) Belum optimalnya pengumpulan data terhadap rehabilitas sosial

terutama data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);

3) Masih kurangnya pemahaman dalam menyusun pelaporan SPM;
4} Belum berjalannya program rehabilitasi sosial ;
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5) Kondisi kehidupan sosial masyarakat yang tidak paham dan
beranggapan tidak terhadap program dan kegiatan Disabilitas
sosial;

6) Belum tersedianya peta kerawanan dan mitigasi bencana secara
lengkap dan menyeluruh;

7) Minimnya sarana dan prasarana pendukung penecrapan SPM;

8) Kurangnya pelaksanaan diklat dan bimtek terhadap SDM.
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BAB III
STRATEGI DAN PEMENUHAN PENERAPAN SPM

Dalam memenuhi ketentutan SPM sesuai dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan Minimal, Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir
memiliki lingkungan strategis yang dapat mendukung dan juga dapat
menjadi hambatan. Namun demikian dalam pelaksanaannya dituntut
dapat mencari alternatif terbaik dalam menghadapi dan mencari
solusi setiap permasalahan yang timbul secara dinamis sesuai
dengan situasi dan kondisi yang berkembang. Untuk mencapai
pemenuhan SPM, pilihan strategi dan kebijakan yang diambil dalam
menyelesaikan persoalan pemenuhan enam SPM berturut-turut
digambarkan sebagai berikut:

Untuk mencapai pemenuhan SPM, pilihan strategi dan
kebijakan yang diambil dalam menyeclesaikan persoalan pemenuhan
SPM adalah sebagai berikut:

3.1. STRATEGI DAN KEBIJAKAN RENCANA AKSI

Strategi dan kebijakan Rencana Aksi dituangkan kedalam
program, kegiatan dan sub kegiatan yang tercantum dalam
Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi
dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
J.o Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi,
Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

3.1.1 SPM Pelayanan Dasar Urusan Pendidikan

PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN SATUAN
NO
I 2 3 4 5

1 Program SPM Kegiatan 1 [Pendataan anak usia dini untuk Peserta didik

Pendidikan Anak Usia pemenuhan keperluan identifikasi kebutuhan daya

Dini ayanan dasar tampung layanan untuk anak usia 5

BPM {lima} tahun sampai dengan 6 (enam)
PAUD tahun

2 | Penyelenggaraan sosialisasi pentingnya Kegiatan
pendidikan anak usia dini kepada
masyarakat paling sedikit 2 {dua) kali
per tahun

3 |Pengadaan bantuan biaya pendidikan Peserta didik
kepada Peserta Didik dari keluarga tidak
mampu agar mendapat layanan paling
sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam)
bulan

4 | Penyediaan layanan pendidikan anak Peserta didik
usia dini paling sedikit 1 (satu) satuan
pendidikan anak usia dini di setiap desa

5 |Penyediaan layanan pendidikan di Peserta didik
wilayah yang kekurangan daya
tampung

6 |Penyediaan layanan pendidikan di Peserta didik

wilayah yang ditetapkan sebagai daerah

terdepan, terluar, dan tertinggal
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NO

PROGRAM

KEGIATAN

SUB KEGIATAN

SATUAN

2

3

4

5

Kegiatan
Pemenuhan
kualitas dan
pemerataan
layanan
satuan

Pemberian layanan pendampingan bagi
satuan pendidikan anak usia dini paling
sedilkit 1 (satu) kali dalam & {enam)
bulan

Kegiatan

Fasilitasi pertemuan guru/pendidik
dalam wadah berbasis komunitas untuk
meningkatkan kualitas layanan paling
sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam)
bulan

Kegiatan

Sosialisasi kepada satuan pendidikan
mengenai kualitas layanan pendidikan
anak usia dini yang dilakukan paling
sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun
ajaran

Kegiatan

Pemeriksaan kondisi bangunan sarana
dan prasarana satuan pendidikan
secara periodik paling sedikit 1 (satu)
kali dalam 1 (satu) tahun

Kegiatan

Pemeliharaan dan perbaikan terhadap
kondisi sarana dan prasarana satuan
pendidikan yang rusak

Kegiatan

Pemenuhan
jumlah
pendidik dan
tenaga
kependidikan

Pemetaan dan penataan penempatan
untuk pemerataan pendidik dan tenaga
kependidikan paling sedikit 1 (satu) kali
dalam 1 {satu) tahun

Pendidik dan
tenaga
kependidik
an

Pendistribusian pendidik dan tenaga
kependidikan yang berkualitas untuk
pemerataan pendidik dan tenaga
kependidikan

Pendidik dan
tenaga
kependidik
an

Pengajuan formasi guru ASN sesuai
dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan

Guru

Penyediaan guru pembimbing khusus
paling sedikit 1 (satu) orang pada
satuan pendidikan yang
menyelenggarakan pendidikan inklusif

Kegiatan

Penempatan lulusan pendidikan dan
pelatihan calon kepala sekolah /lulusan
guaru penggerak sebagai kepala sekolah

Kegiatan

Penempatan lulusan pendidikan dan
pelatihan calon pengawas

sekolah /lulusan guru penggerak
sebagai pengawas sckolah

Kegiatan

Pemetaan kecukupan jumlah pengawas
sekolah atau penilik untuk satuan
pendidikan anak usia dini

Pengawas atau
penilik

Pemenuhan
kualitas
pendidik dan
tenaga
kependidikan

Peningkatan kualifikasi dan kompetensi
bagi pendidik dan tenaga kependidikan
yang belum memenuhi kualifikasi dan
kompetensi vang dipersyaratkan

Kegiatan

Beasiswa atau bantuan biaya
pendidikan dalam peningkatan
lcualifikasi dan kompetensi pendidik dan
tenaga kependidikan

Pendidik dan
tenaga
kependidik
an

10. Fasilitasi kepala sekolah atau guru
yang belum memiliki sertifikat guru
penggerak untuk mengikuti pendidikan
dan pelatihan guru penggerak

Kegiatan

Program SPM
Pendidikan Dasar

Kegiatan
pemenuhan
layanan dasar
SPM
(SD/SMP/MI/
MTs/P aket
A/Paket B)

Pendataan warga negara usia 7 (tujuh)
sampai dengan 15 (lima belas) tahun
yang tidak bersekolah

Peserta didik

Pemberian biaya pendidikan kepada
Peserta Didik dari keluarga tidak
mampu sampai lulus

Peserta didik

Penyediaan layanan pendidikan di
wilayah yang kekurangan daya tamping

Peserta didik

Penyediaan layanan pendidikan di
wilayah yang ditetapkan sebagai daerah
terdepan, terluar, dan tertinggal

Peserta didik
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NO PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN SATUAN
1 2 3 4 S
Pemenuhan 1 | Pembentukan komunitas belajar dan Unit komunitas
kualitas dan memastikan guru, kepala sekolah, dan
pemerataan pengawas sekolah terlibat aktif dalam
hasil belajar komunitas tersebut
gg‘;rst;g;ﬁlff 2 |Pelatihan/seminar/ lo_kakarya Kegiatan
MTs/P aket penguatan kompetensi kepala sekolah
A/Paket B} dan guru
Pemenuhan 1 |Pemberian layanan pendampingan Kegiatan
kualitas dan kepada satuan pendidikan untuk
pemerataan mencegah perundungan kekerasan pada
layanan anak paling sedikit 1 {satu} kali dalam 6
S?J/S;,Mai/e 1:“/ (enam) bulan
A/Paket B) 2 |Pemeriksaan kondisi bangunan sekolah |Kegiatan
dasar paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1
(satu) tahun
3 [Perbaikan terhadap kondisi bangunan Kegiatan
satuan pendidikan yang rusak sedang
dan rusak berat
4 | Sosialisasi kepada satuan pendidikan Kegiatan
mengenai peningkatan kualitas layanan
termasuk pentingnya inklusivitas dan
kebinekaan untuk mencegah
diskriminasi terhadap ekonomi, gender,
fisik, agama, suku, dan budaya kepada
satuan pendidikan paling sedikit 1
(satu) kali dalam 1 {satu) tahun ajaran
Pemenuhan 1 |Pemetaan dan penataan penempatan Pendidik dan
jumlah untuk pemerataan pendidik dan tenaga |tenaga
pendidik dan kependidikan paling sedikit 1 {satu) kali kependidik
tenaga dalam 1 (satu) tahun an
::S‘Bnpjggigl/kg;ke 2 Pendist_ril_:)usian pendidik ds'm tenaga Pendidik dan
t A/Paket B} kependidikan yang _berkua_htas untuk tenaga o
pemerataan pendidik dan tenaga kependidik
kependidikan an
3 [Pengajuan formasi guru ASN sesuai Guru
dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan
4 | Penyediaan guru pembimbing khusus Kegiatan
paling sedikit 1 (satu) orang pada
satuan pendidikan yang
menyelenggarakan pendidikan inklusif
5 |Penempatan lulusan pendidikan dan Kegiatan
pelatihan calon kepala sckolah/lulusan
guru penggerak scbagai kepala sekolah
6 |Penempatan lulusan pendidikan dan Kegiatan
pelatihan calon pengawas
sekolah /lulusan guaru penggerak
sebagai pengawas sekolah
7 | Pemetaan kecukupan jurnlah pengawas | Pengawas
sekolah untuk satuan pendidikan
Pemenuhan 1 |Peningkatan kualifikasi dan kompetensi |Kegiatan
kualitas bagi pendidik dan tenaga kependidikan
pendidik dan vang belum memenuhi kualifikasi dan
tenaga kompetensi yang dipersyaratkan
::Sert;gg;%l/kl?;ke 2 Peml:rer:ian beasiswa atau bantuan biaya |Pendidik dan
t A/Paket B) pendidikan dalam peningkatan tenaga
kualifikasi dan kompetensi pendidik dan | kependidik
tenaga kependidikan an
3 | Fasilitasi kepala sekolah atau guru yang |Kegiatan
belum memiliki sertifikat guru
penggerak untuk mengikuti pendidikan
dan pelatihan guru penggerak
Program SPM Kegiatan 1 |Pendataan warga negara usia 7 (tujuh) Peserta didik
Pendidikan Kesetaraan| pemenuhan sampai dengan 15 (lima belas) tahun
layanan dasar yang tidak bersekolah
;ﬁ“ﬁe taraan) 2 | Pemberian biaya pendidikan kepada Peserta didik
Peserta Didik dari keluarga tidak
mampu sampai lulus
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NO [PROGRAM

KEGIATAN

SUB KEGIATAN

SATUAN

3

4

S

Penyediaan layanan pendidikan di
wilayah yang kekurangan daya tamping

Peserta
didik

Penyediaan layanan pendidikan di
wilayah yang ditetapkan sebagai daerah
terdepan, terluar, dan tertinggal

Peserta
didik

Pemenuhan
kualitas dan
pemerataan hasil
belajar Peserta
bidik (Kesetaraan)

Pembentukan komunitas belajar dan
memastikan guru, kepala sekolah, dan
pengawas sekolah terlibat aktif dalam
komunitas tersebut

Unit
komunitas

Pelatihan /seminar/ lokakarya
penguatan kompetensi kepala sekolah
dan guru

Kegiatan

Pemenuhan
kualitas dan
pemerataan
layanan
{Kesetaraan)

Pemberian layanan pendampingan
kepada satuan pendidikan untuk
mencegah perundungan kekerasan
pada anak paling sedikit 1 (satu) kali
dalam 6 (enam) bulan

Kegiatan

Pemeriksaan kondisi bangunan sekolah
dasar paling sedikit 1 (satu) kali dalam
1 (satu) tahun

Kegiatan

Perbaikan terhadap kondisi bangunan

satuan pendidikan yang rusak sedang
dan rusak berat

Kegiatan

Sosialisasi kepada satuan pendidikan
mengenai peningkatan kualitas
layanan termasuk pentingnya
inklusivitas dan kebinekaan untuk
mencegah diskriminasi terhadap
ekonomi, gender, fisik, agama, suku,
dan budaya kepada satuan pendidikan
paling sedikit 1 (satu} kali dalam 1
{satu) tahun ajaran

Kegiatan

Pemenuhan
jumiah pendidik
dan tenaga
kependidikan
(Kesetaraan)

Pemetaan dan penataan penempatan
untuk pemerataan pendidik dan tenaga
kependidikan paling sedikit 1 {satu) kali
dalam 1 (satu) tahun

Pendidik
dan tenaga
kependik

Pendistribusian pendidik dan tenaga
kependidikan yang berkualitas untuk
pemerataan pendidik dan tenaga
kependidikan

Pendidik
dan tenaga
kependidik
an

Pengajuan formasi guru ASN sesuai

dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan

Guru

Penyediaan guru pembimbing khusus
paling sedikit 1 (satu) orang pada
satuan pendidikan yang
menyelenggarakan pendidikan inklusif

Kegiatan

Penempatan lalusan pendidikan dan
pelatihan calon kepala sekolah /lulusan
guru penggerak sebagai kepala sekolah

Kegiatan

Penempatan lulusan pendidikan dan
pelatihan calon pengawas

sekolah /lulusan guru penggerak
sebagai pengawas sekolah

Kegiatan

Pemetaan kecukupan jumlah pengawas
sekolah untuk satuan pendidikan

Pengawas

Pemenuhan
kualitas pendidik
dan tenaga
kependidikan
(Kesetaraan)

Peningkatan kualifikasi dan kompetensi
bagi pendidik dan tenaga kependidikan
vang belum memenuhi kualifikasi dan
kompetensi yang dipersyaratkan

Kegiatan
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NO| PROGR KEGIATAN SUB KEGIATAN SATUAN
AM
1 2 3 4 5
2 Pemberian beasiswa atau Pendidik
bantuan biaya pendidikan dalam |dan tenaga
peningkatan kualifikasi dan kependidik
kompetensi pendidik dan tenaga |an
kependidikan
3 Fasilitasi kepala sekolah atau Kegiatan
guru yang belum memiliki
sertifikat guru penggerak untuk
mengikuti pendidikan dan
pelatihan guru penggerak
3.1.2 SPM Pelayanan Dasar Urusan Kesehatan
N | PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN SATUAN
Q
1 Program Penyeajaan 1 JPengelolaan PeIayanafl Kesehatan ITbu Hamil Ora}lg
Pemenuhan |Layanan 2 [Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | Orang
Upaya Kesehatan |o_iPengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru [Orang
Kesehatan | .1 kM (4 |Pengelolaan Pelayanan Keschatan Balita Orang
Peroranga | .. "Ukp 5 |[Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia |Orang
N Dan Ruiukan Pendidikan
UInava T J ot 6 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia [Orang
Kesehatan ngka 7 _{Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia [Orang
Masyarakat { Daerah |8 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Orang
Kabupaten/ [ Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Orang
Kot a Diabetes
10 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Orang
dengan Gangguan
11 [Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Orang
Terduga
12 [Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Orang
dengan Risiko
13 [Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Doku
PendudUK_n%d.?.KQndisj].cKeiﬁiianng:_Biasa me n
14 [Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Dokum
Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana [n
dan/atau Berpotensi Bencana
3.1.3 SPM Pelayanan Dasar Urusan Pekerjaan Umum
NO| PROGRAM| KEGIATAN SUB KEGIATAN SATUAN
1 z 3 ] 5
1 [Program Pengelolaan|1 [Penyusunan Rencana, Kebijjakan, Dokumen
Pengelolaan |(dan Teknis SPAM
Dan Pengemban _
Pengembang igan 2 |Supervisi Dokumen
An Sistem Penyediaan Pembangunan/Peningkatan /Perluasa
Penyediaan |Minum an SPAM
Air Minum jdi Daerah (3 (Pembangunan SPAM Jaringan Liter /Detik
Kabupaten/ Kawasan Perkotaan
ta 4 |Pembangunan SPAM Jaringan SR
Perpipaan di Kawasan Perdesaan
S5 |Peningkatan SPAM Jaringan Liter /Detik
Perpipaan di Kawasan Perkotaan
6 |Peningkatan SPAM Jaringan
Perpipaan di Kawasan Perdesaan
7 |Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan [SR
di Kawasan Perkotaan
8 |Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan
di Kawasan Perdesaan
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Pengelolaan Air Limbah Domestik

NO PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN SATUAN
1 2 3 4 5
9 |Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Tarif Air | Penyelenggara
Minum SPAM
10 | Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Badan Usaha
Penyelenggaraan SPAM oleh Badan Usaha
Untuk Kebutuhan Sendiri
11 | Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Kelompok
Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa | Masyarakat
dan Kelompok Masyarakat
12 | Fasilitasi Penyiapan Kerja Sama SPAM Unit
13 | Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Unit
Pelaksanaan Kerja Sama SPAM
14 |Pengembangan SDM dan Kelembagaan Penyelenggara
Pengelolaan SPAM SPAM
15 | Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan | Unit
Perkotaan
16 | Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan |Unit
Perdesaan
17 | Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Rumah Tangga
Perpipaan di Kawasan Perdesaan
18 | Peningkatan SPAM Bukan Jaringan
Perpipaan di Kawasan Perdesaan
19 | Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di
Kawasan Perdesaan
20 |Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Unit
Kawasan Perkotaan
21 | Perbaikan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di | Unit
Kawasan Perdesaan
2 PROGRAM Pengelolaan 1 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan | Dokumen
PENGELOLAAN | dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah
DAN Pengembanga Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
A |pSistem Al I3 | Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/ Dokumen
LIMBAH Dgl}neastik Peningikatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air
dalam Daerah Limbah Domestik 'I‘crp_v_.sat S-kala Kota
Kabupaten/Ko |3 |Pembangunan/Penyedidan Sistem Rumah Tangga
ta Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota
4 | Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Rumah Tangga
Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat
Skala Kota
5 ] Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Rumah Tangga
Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat
Skala Permukiman
6 | Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Rumah Tangga
Pengolahan Setempat
7 | Pemnbinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah Orang
Domestik
8 |Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat Kelompok
terkaitPenyediaan Sistem Pengelolaan Air
Limbah Domestik
9 | Pengembangan SDM dan Kelembagaan Unit
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NO PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN SATUAN
1 2 3 + 5
10 | Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan | M3/Hari
Air Limbah Domestik
11 | Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi M?/Hari
/Peningkatan /Perluasan Sistem Pengelolaan
Air Limbah Domestik Terpusat Skala
Permuliman
12 [ Pembangunan/Penyediaan Sistem Orang
Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala
Permukiman
13 | Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Unit
Tinja
14 | Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja Dokumen

Lingkungan Perumahan pada
Relokasi Program Provinsi

15 | Pembangunan/Penyediaan Sarana dan Rumah Tangga
Prasarana IPLT
16 | Rehabilitasi/Peningkatan /Perluasan Sarana Rumah Tangga
dan Prasarana IPLT
17 |Supervisi Dokumen
Pembangunan /Rehabilitasi/ Peningkatan / Perlu
asan Sarana dan Prasarana IPLT
3.1.4 spMm Pelayanan Dasar Urusan Perumahan Rakyat
NO PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN ATUAN
1 2 3 4 5
1 |Program Pendataan Identifikasi Perumahan di Lokasi Dokumen
Pengembangan Penyediaan dan Rawan Bencana atau Terkena Relokasi
Perumahan Rehahilitasi Program
Rumah Korban Kabupaten/Kota
Bencang atau 2 |Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Dokumen
Relokasi Lokasi Relokasi Perumahan
Prograrn
Kabupaten/Kota Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana | Dokumen
Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani
4 | Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat | Dokumen
Bencana
Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah Dokumen
bagi Korban Bencana Alam atau Terkena
Relokasi Program Kabupaten/Kota
6 | Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Dokumen
Rumah Susun dan Rumah Khusus
Pembangunan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana Unit Rumah
dan Rehabilitasi
gumah Korban Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Dokumen
encana atau f . ; .
: Engineering Design (DED) bagi Rumah
Relokasi K .
Program P;)rban Bencana  atau  Relokasi
ogram
Kabupaten /Kota Kabupaten/Kota
Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Ha
Rumah bagi Karban Bencana
Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana |Unit Rumah
5 | Pembangunan Rumah Khusus Unit Rumah
beserta PSU bagi Korban Bencana
atau Relokasi Program Provinsi
6 | Operasional dan Pemeliharaan Unit Rumah
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3.1.5 SPM Pelayanan Dasar Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum,
Dan Pelindungan Masyarakat

NO PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN SATUAN
1 2 3 4 5
1 PROGRAM Penanganan Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Kasus
PENINGKATAN Gangguan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan
KETENTERAMAN | Ketenteraman Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan,
DAN KETERTIBAN | dan Ketertiban Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan
UMUM Umum dalam
1 (Satu) Pen:gawalan
Daerah Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman Kasus
Kabupaten/Ko dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda
ta dan Perkada Melalui Penertiban dan
Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan
Massa
Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman Dokumen
dan Ketertiban Umum serta Perlindungan
Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota
Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat Dokumen
dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban -
Umum
Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Orang
Pamongpraja dan Satuan Perlindungan
Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan
Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia
Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan Dokumen
dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan
Gangguan Ketentraman dan Ketertiban
Umum
Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Unit
Prasarana Ketentraman dan Ketertiban
Umum
Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Dokumen
Ketenteraman Masyarakat
Penyediaan Layvanan dalam rangka Laporan
Dampak Penegalcan Peraturan Daerah dan
Perkada
Penegakan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah Laporan
Peraturan dan Peraturan Bupati/Wali Kota
Daerah Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Laporan
Kabupaten /Ko Pelaksanaan Peraturan Daerah dan
ta dan Peraturan Bupati/Wali Kota
Peraturan Penanganan Atas Pelanggaran Peratiiran Laporan
Bupati/Wal Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota
Kota
Pembinaan Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS Laporan
Penyidik
Pegawai Negeri
Sipil (PPNS)
Kabupaten/Ko
ta
2 PROGRAM Pelayanan Penyusunan Kajian Risiko Bencana Dokumen
PENANGGULANGA | Informasi Kabupaten/Kota
N BENCANA Rawan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Orang
Bencana Edukasi (KIE) Rawan Bencana
Kabupaten /Ko Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)
ta
Pelayanan Penyusunan Rencana Penanggulangan Dokumen
Pencegahan Bencana Kabupaten /Kota
dan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Orang
Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota
Terhadap
Bencana
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Berbahaya dan

NO PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN SATUAN
1 2 3 4 5
3 | Pengendalian Operasi dan Penyediaan Dokumen
Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap
Bencana Kabupaten/Kota
4 | Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Unit
Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
5 | Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Dokumen
Pencegahan dan Kesiapsiagaan
6 | Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Kawasan
Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana
7 Penanganan Pasca Bencana
Kabupaten /Kota
8 |Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat |Orang
(TRC) Bencana Kabupaten/Kota
9 | Penyusunan Rencana Kontijensi Dokumen
10 | Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Orang
11 | Penyusunan Rencana Penanggulangan Dokumen
Kedaruratan Bencana
12 | Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam | Keluarga
Pelayanan 1 Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Laporan
Penyelamatan Penyalkdit/Wabah Zoonosis Prioritas
dan Evakuasi
Korban 2 | Respon Cepat Darurat Bencana Dokumen
Bencana Kabupaten/Kota
3 | Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban| Orang
Bencana Kabupaten/Kota
4 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Orang
Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
5 | Aktivasi Sistem Komando Penanganan Laporan
Darurat Bencana
6 |Respon Cepat Bencana Non ALam Dokumen
Epidemi/Wabah Penyakit
Penataan 1 Penyusunan Regulasi Penanggulangan Dokumen
Sistem Dasar Bencana Kabupaten/Kota
Penanggulanga
n Bencana 2 | Penguatan Kelembagaan Bencana Dokumen
Kabupaten /Kota
3 |Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan Dokumen
dalam Penanggulangan Bencana
Kabupaten/Kota
4 | Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Dokumen
Informasi Kebencanaan
5 |[Pembinaan dan Pengawasan Laporan
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
6 | Penanganan Pasca Bencana Dokumen
Kabupaten /Kota
3 Pencegahan, Pencegahan, 1 Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Dokumen
Penanggulanga N, |Pengendalian, Kabupaten/Kota
Penyelamatan Pemadaman,
[Kebakaran Dan Penyelamatan,
Penyelamatan dan
NON KEBAKARAN | Penanganan
Bahan
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KEGIATAN

34

SUB KEGIATAN

SATUAN

3

4

5

Beracun
Kebakaran
dalam Daerah
Kabupaten /Ko
ta

Pemadaman dan Pengendalian Kebhakaran
dalam Daerah Kabupaten/Kota

Dokumen

Penyelamatan dan Evakuasi Korban
Kebakaran dan Non Kebakaran

Laperan

Penanganan Bahan Berbahaya dan
Beracun Kebakaran dalam Daerah
Kabupaten/Kota

Dokumen

Standarisasi Sarana dan Prasarana
Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran
dan

Alat Pelindung Diri

Unit

Pengadaan Sarana dan Prasarana
Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran
dan

Alat Pelindung Dini

Dokumen

Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran

Dokumen

Pengelolaan Sistem Komunikasi dan
Informasi Kebakaran dan Penyelamatan
(SKIK)

Unit

Penyelenggaraan Kerja Sama dan
Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar
Lembaga, dan Kemitraan dalam
Pencegahan, Penanggulangan,
Penyeltamatan Kebakaran

dan Penyelamatan Non Kebakaran

Orang

10

Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah
Tangga

Dokumen

Inspeksi
Peralatan
Proteksi
Kebakaran

Pendataan Sarana Prasarana Proteksi
Kebakaran

Laporan

Penilaian Sarana Prasarana Proteksi
Kebakaran

Laporan

Investigasi
Kejadian
Kebakaran

Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi
Penelitian dan Pengujian Penyebab
Kejadian

Kebakaran

Dokumen

Pemberdayaan
Masyarakat
dalam
Pencegahan
Kebakaran

Pemberdayaan Masyarakat dalam
Pencegahan dan Penanggulangan
Kebakaran

Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat

Orang

Pembentukan dan Pembinaan Relawan
Pemadam Kebakaran

DesafKelurahan

Dukungan Pemberdayaan
Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran
Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana

Dokumen

Penyelenggara
an Operasi
Pencarian dan
Pertolongan
‘Terhadap
Kondisi
Membahayaka
n Manusia

Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan
Pertolongan pada Peristiwa yang
Menimpa,

Membahayakan, dan/atau Mengancam
Keselamatan Manusia

Laporan

Standarisasi Sarana dan Prasarana
Pencarian dan Pertolongan Terhadap
Kondisi

Membahayakan Manusia/Penyelamatan
dan Evakuasi

BPokumen

Pengadaan Sarana dan Prasarana
Pencarian dan Pertolongan Terhadap
Kondisi

Membahayakan Manusia/Penyelamatan
dan Evakuasi

Unit

Pembinaan Aparatur Pencarian dan
Pertolongan Terhadap Kondisi
Membahayakan Manusia/Penyelamatan
dan

Evakuasi

Laporan
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BAB III
STRATEGI DAN PEMENUHAN PENERAPAN SPM

Dalam memenuhi ketentutan SPM sesuai dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan Minimal, Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir
memiliki lingkungan strategis yang dapat mendukung dan juga dapat
menjadi hambatan. Namun demikian dalam pelaksanaannya dituntut
dapat mencari alternatif terbaik dalam menghadapi dan mencari
solusi setiap permasalahan yang timbul secara dinamis sesuai
dengan situasi dan kondisi yang berkembang. Untuk mencapai
pemenuhan SPM, pilihan strategi dan kebijakan yang diambil dalam
menyelesaikan persoalan pemenuhan enam SPM berturut-turut
digambarkan sebagai berikut:

Untuk mencapai pemenuhan SPM, pilihan strategi dan
kebijakan yang diambil dalam menyelesaikan persoalan pemenuhan
SPM adalah sebagai berikut:

3.1. STRATEGI DAN KEBIJAKAN RENCANA AKSI

Strategi dan kebijjakan Rencana Aksi dituangkan kedalam
program, kegiatan dan sub kegiatan yang tercantum dalam
Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi
dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
J.o Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi,
Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

3.1.1 SPM Pelayanan Dasar Urusan Pendidikan

PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN SATUAN
NO
1 2 3 4 5

1 Program SPM Kegiatan 1 |Pendataan anak usia dini untuk Peserta didik

Pendidikan Anek Usia bemenuhan keperluan identifikasi kebutuhan daya

Dini ayanan dasar tampung layvanan untuk anak usia 5

BPM (lima} tahun sampai dengan & (enam)
PAUD tahun

2 | Penyelenggaraan sosialisasi pentingnya Kegiatan
pendidikan anak usia dini kepada
masyarakat paling sedikit 2 (dua) kali
per tahun

3 [ Pengadaan bantuan biaya pendidikan Peserta didik
kepada Peserta Didik dari keluarga tidak
mampu agar mendapat layanan paling
sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam)
‘bulan

4 | Penyediaan layvanan pendidikan anak Peserta didik
usia dini paling sedikit 1 (satu) satuan
pendidikan anak usia dini di setiap desa

5 |Penyediaan layanan pendidikan di Peserta didik
wilayah yang kekurangan daya
tampung

& |Penyediaan layanan pendidikan di Peserta didik

wilayah yang ditetapkan sebagai daerah
terdepan, terluar, dan tertinggal

jdifditakaliogngd.id



26

NO PROGRAM

KEGIATAN

SUB KEGIATAN

SATUAN

1 2

3

4

5

Kegiatan
Pemenuhan
kualitas dan
pemerataan
layanan
satuan

Pemberian layanan pendampingan bagi
satuan pendidikan anak usia dini paling
sedikit 1 (satu) kali dalam & (enam}
bulan

Kegiatan

Fasilitasi pertemuan guru/pendidik
dalam wadah berbasis komunitas untuk
meningkatkan kualitas layanan paling
sedikit 1 (satu) kali dalam 6 {enam)
bulan

Kegiatan

Sosialisasi kepada satuan pendidikan
mengenai kualitas layanan pendidikan
anak usia dini yang dilakukan paling
sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu} tahun
ajaran

Kegiatan

Pemeriksaan kondisi bangunan sarana
dan prasarana satuan pendidikan
secara periodik paling sedikit 1 {satu)
kali dalam 1 (satu) tahun

Kegiatan

Pemeliharaan dan perbaikan terhadap
kondisi sarana dan prasarana satuan
pendidikan yang rusak

Kegiatan

Pemenuhan
jumlah
pendidik dan
tenaga
kependidikan

Pemetaan dan penataan penempatan
untuk pemerataan pendidik dan tenaga
kependidikan paling sedikit 1 (satu) kali
dalam 1 [satu) tahun

Pendidik dan
tenaga
kependidik
an

Pendistribusian pendidik dan tenaga
kependidikan yang berkualitas untuk
pemerataan pendidik dan tenaga
kependidikan

Pendidik dan
tenaga
kependidik
an

Pengajuan formasi guru ASN sesuai
dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan

Guru

Penyediaan guru pembimbing khusus
paling sedikit 1 (satu) orang pada
satuan pendidikan yang
menyelenggarakan pendidikan inklusif

Kegiatan

Penempatan lulusan pendidikan dan
pelatihan calon kepala sekolah/lutusan
guru penggerak sebagal kepala sekolah

Kegiatan

Penempatan lulusan pendidikan dan
pelatihan calon pengawas

sekolah /lulusan guru penggerak
sebagai pengawas sekolah

Kegiatan

Pemetaan kecukupan jumlah pengawas
sekolah atau penilik untuk satuan
pendidikan anak usia dini

Pengawas atau
penilik

Pemenuhan
kualitas
pendidik dan
tenaga
kependidikan

Peningkatan kualifikasi dan kompetensi
bagi pendidik dan tenaga kependidikan
yang belum memenuhi kualifikasi dan
kompetensi yang dipersyaratkan

Kegiatan

Beasiswa atau bantuan biaya
pendidikan dalam peningkatan
kualifikasi dan kompetensi pendidik dan
tenaga kependidikan

Pendidik dan
tenaga
kependidik
an

10. Fasilitasi kepala sekolah atau guru
yang belum memiliki sertifilcat guru
penggerak untuk mengikuti pendidikan
dan pelatihan guru penggerak

Kegiatan

Program SPM
Pendidikan Dasar

Kegiatan
pemenuhan
layanan dasar
SPM
(SD/SMP/MI/
MTs/P aket

A /Paket Bj

Pendataan warga negara usia 7 {tujuh)
sampai dengan 15 {lima belas) tahun
vang tidak bersekolah

Peserta didik

Pemberian biaya pendidikan kepada
Peserta Didik dari keluarga tidak
mampu sampai lulus

Peserta didik

Penyediaan layanan pendidikan di
wilayah yang kekurangan daya tamping

Peserta didik

Penyediaan layanan pendidikan di
wilayah yang ditetapkan sebagai daerah
terdepan, terluar, dan tertinggal

Peserta didik
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(Kesetaraan)

Peserta Didik dari keluarga tidak
mampu sampai lulus

NO PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN SATUAN
1 2 3 4 5

Pemenuhan Pembentukan komunitas belajar dan Unit kormmunitas

kualitas dan memastikan guru, kepala sekolah, dan

pemerataan pengawas sckolah terlibat aktif dalam

hasil belajar komunitas tersebut

Peserta Didik Pelatihan/seminar/ lokakarya Kegiatan

(SD/SMP/MI/ i keoal kolah

MTs/P aket penguatan kompetensi kepala se

A/Paket B) dan guru

Pemenuhan Pemberian layanan pendampingan Kegiatan

kualitas dan kepada satuan pendidikan untuk

pemerataan mencegah perundungan kekerasan pada

Iayanan anak paling sedikit 1 {satu) kali dalam &

(SD/SMP/Mi/ {enam) bulan

:I}I‘;E{Ee?;t Pemeriksaan kondisi bangunan sekolah | Kegiatan
dasar paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1
(satu) tahun
Perbaikan terhadap kondisi bangunan Kegiatan
satuan pendidikan yang rusak sedang
dan rusak berat
Sosialisasi kepada satuan pendidikan Kegiatan
mengenai peningkatan kualitas layanan
termasuk pentingnya inklusivitas dan
kebinekaan untuk mencegah
diskriminasi terhadap ekonomi, gender,
fisik, agama, suku, dan budaya kepada
satuan pendidikan paling sedikit 1
{satu) kali dalam 1 (satu) tahun ajaran

Pemenuhan Pemetaan dan penataan penempatan Pendidik dan

jumlah untuk pemerataan pendidik dan tenaga |tenaga

pendidik dan kependidikan paling sedikit 1 (satu) kali kependidik
tenaga dalam 1 {satu) tahun an
gg‘/’gﬁ;%‘}‘g;‘ke Pendistribusian pendidik dan tenaga Pendidik dan

t A/Paket B) kependidikan yang })erkua.lltas untuk tenaga o
pemerataan pendidik dan tenaga kependidik
kependidikan an
Pengaijuan formasi guru ASN sesuai Guru
dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan
Penyediaan guru pembimbing khusus Kegiatan
paling sedikit 1 (satu) orang pada
satuan pendidikan yang
menyelenggarakan pendidikan inklusif
Penempatan lulusan pendidikan dan Kegiatan
pelatihan calon kepala sekolah/lulusan
guru penggerak sebagai kepala sekolah
Penempatan lulusan pendidikan dan Kegiatan
pelatihan calon pengawas
sekolah /lulusan guru penggerak
sebagai pengawas sekolah
Pemetaan kecukupan jumlah pengawas | Pengawas
sekolah untuk satuan pendidikan

Pemenuhan Peningkatan kualifikasi dan kompetensi | Kegiatan

kualitas bagi pendidik dan tenaga kependidikan

pendidik dan yang belum memenuhi kualifikasi dan

tenaga kompetensi yang dipersyaratkan

kependidikan Pemberian beasiswa atau bantuan biaya | Pendidik dan

(SD/SMP/Pake Lo :

t A/ Paket B) pend}dlkap dalam penmgk_atan o tenaga
kuatifikasi dan kempetensi pendidik dan | kependidik
tenaga kependidikan an
Fasilitasi kepala sekolah atau guru yang |Kegiatan
belum memiliki sertifikat guru
penggerak untuk mengikuti pendidikan
dan pelatihan guru penggerak

Program SPM Kegiatan Pendataan warga negara usia 7 {tujuh) Peserta didik
Pendidikan Kesetaraan permmenuhan sampai dengan 15 (lima belas) tahun

layanan dasar yang tidak bersekolah

SPM Pemberian biaya pendidikan kepada Peserta didik
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NO [PROGRAM

KEGIATAN

SUB KEGIATAN

SATUAN

1 2

3

4

5

Penyediaan layanan pendidikan di
wilayah yang kekurangan daya tamping

Peserta
didik

Penyediaan layanan pendidikan di
wilayah yang ditetapkan sebagai daerah
terdepan, terluar, dan tertinggal

Peserta
didik

Pemenuhan
kualitas dan
pemerataan hasil
belajar Peserta
Didik (Kesetaraan)

Pembentukan komunitas belajar dan
memastikan guru, kepala sekolah, dan
pengawas sekolah teriibat aktif dalam
komunitas tersebut

Unit
komunitas

Pelatihan /seminar/ lokakarya
penguatan kompetensi kepala sekolah
dan guru

Kegiatan

Pemenuhan
kualitas dan
pemerataan
layanan
(Kesetaraan)

Pemberian layanan pendampingan
kepada satuan pendidikan untuk
mencegah perundungan kekerasan
pada anak paling sedikit 1 (satu) kali
dalam 6 (enam) bulan

Kegiatan

Pemeriksaan kondisi bangunan sekolah
dasar paling sedikit 1 (satu) kali dalam
1 (satu} tahun

Kegiatan

Perbaikan terhadap kondisi bangunan
satuan pendidikan yang rusak sedang
dan rasak berat

Kegiatan

Sosialisasi kepada satuan pendidikan
mengenai peningkatan kualitas
layanan termasuk pentingnya
inklusivitas dan kebinekaan untuk
mencegah diskriminasi terhadap
ekonomi, gender, fisik, agama, suku,
dan budaya kepada satuan pendidikan
paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1
(satu) tahun ajaran

Kegiatan

Pemenuhan
jumlah pendidik
dan tenaga
kependidikan
{Kesetaraan)

Pemetaan dan penataan penempatan
untuk pemerataan pendidik dan tenaga
kependidikan paling sedikit 1 (satu) kali
dalam 1 (satu) tahun

Pendidik
dan tenaga
kependik

Pendistribusian pendidik dan tenaga
kependidikan yang berkualitas untuk
pemerataan pendidik dan tenaga
kependidikan

Pendidik
dan tenaga
kependidik
an

Pengajuan formasi guru ASN sesuai

dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan

Guru

Penyediaan guru pembimbing khusus
paling sedikit 1 (satu) orang pada
satuan pendidikan yvang
menyelenggarakan pendidikan inklusif

Kegiatan

Penempatan lulusan pendidikan dan
pelatihan calon kepala sekolah/lulusan
guru penggerak sebagai kepala sekolah

Kegiatan

Penempatan lulusan pendidikan dan
pelatihan calon pengawas

sekolah /lulusan guru penggerak
sebagai pengawas sekolah

Kegiatan

Pemetaan kecukupan jumlah pengawas
sekolah untuk satuan pendidikan

Pengawas

Pemenuhan
kualitas pendidik
dan tenaga
kependidikan

{Kesetaraan)

Peningkatan kunalifikasi dan kompetensi
bagi pendidik dan tenaga kependidikan
yang belum memenuhi kualifikasi dan
kompetensi yang dipersyaratkan

Kegiatan
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NO| PROGR KEGIATAN SUB KEGIATAN SATUAN
AM
Fi 2 3 E S5

2 Pemberian beasiswa atau Pendidik
bantuan biaya pendidikan dalam ) dan tenaga
peningkatan kualifikasi dan kependidik
kompetensi pendidik dan tenaga |an
kependidikan

3 Fasilitasi kepala sekolah atau Kegiatan
guru yang belum memiliki
sertifikat guru penggerak untuk
mengikuti pendidikan dan
pelatihan guru penggerak

3.1.2 SPM Pelayanan Dasar Urusan Kesehatan

N | PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN SATUAN

(8]

1 |Program Penyediaan |1 [Pengelolaan Pclayana}l Kesehatan Ibu Hamil Ora'ilg
Pemenuhan | Layanan 2 [Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin [Orang
Upaya Kesehatan |3 _|Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru |Orang
Kesehatan | .1 UkMm [L_|Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Orang |
Peroranga dan UKP S |[Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia |Orang
N Dan Ruiukan Pendidikan
1Inava - J 1c 6 [Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia [Orang
Kesehatan |lmgkat 7 _[Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia__|Orang
Masyarakat | Daerah 8 |Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Orang

Kabupaten/ rg—Pengeloiaan Pelayanan Kesehatan Penderita Orang
Kot a Diabetes
10 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Orang
dengan Gangguan
11 [Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Orang
Terduga
12 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Orang
dengan Risiko
13 { Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Doku
Pertd]J[d.Pk_na.d?_K.on.disLKej%dia.nng.r_Biasa me n
14 [Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Dokum
Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Benicana |n
dan/atau Berpotensi Bencana
3.1.3 SPM Pelayanan Dasar Urusan Pekerjaan Umum
NO| PROGRAM| KEGIATAN SUB KEGIATAN SATUAN
1 2 3 4 5]
1 [Program Pengelolaan|1 |[Penyusunan Rencana, Kebijakan, Dokumen
Pengelolaan |dan Teknis SPAM
Dan Pengemban
Pengembang {ga n 2 |SBupervisi Dokumen
An Sistemn Penyediaan Pembangunan /Peningkatan /Perluasa
Penyediaan |Minum an SPAM
Air Mimam di Daerah (3 |Pembangunan SPAM Jaringan Liter /Detik
Kabupaten/ Kawasan Perkotaan
ta 4 |Pembangunan SPAM Jaringan SR
Perpipaan di Kawasan Perdesaan
S5 |Peningkatan SPAM Jaringan Liter/Detik
Perpipaan di Kawasan Perkotaan
6 |Peningkatan SPAM Jaringan
Perpipaan di Kawasan Perdesaan
7 |Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan |{SR
di Kawasan Perkotaan
8 |Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan
di Kawasan Perdesaan
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Pengelolaan Air Limbah Domestik

NO PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN SATUAN
1 2 3 4 5
9 |Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Tarif Air | Penyelenggara
Minum SPAM
10 | Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Badan Usaha
Penyelenggaraan SPAM oleh Badan Usaha
Untuk Kebutuhan Sendiri
11 |Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Kelompok
Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa | Masyarakat
dan Kelompok Masyarakat
12 jFasilitasi Penyiapan Kerja Sama SPAM Unit
13 | Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Unit
Pelaksanaan Kerja Sama SPAM
14 | Pengembangan SDM dan Kelembagaan Penyelenggara
Pengelolaan SPAM SPAM
15 | Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan |Unit
Perkotaan
16 | Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan | Unit
Perdesaan
17 {Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Rumah Tangga
Perpipaan di Kawasan Perdesaan
18 |Peningkatan SPAM Bukan Jaringan
Perpipaan di Kawasan Perdesaan
19 | Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di
Kawasan Perdesaan
20 | Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Unit
Kawasan Perkotaan
21 | Perbaikan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di | Unit
Kawasan Perdesaan
2 PROGRAM Pengelolaan 1 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan | Dokumen
PENGELOLAAN |dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah
DAN Pengembanga Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
iﬁNE‘,(I}g'Ih‘J}IZBNIM:ICI}Q &Slggim Alr 2 | Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/ Dokumen
LIMBAH D::nestik Peningicatan /Perluasan Sistem Pengelolaan Air
dalam Daerah Limbah Domestik Terp'usat S.kala Kota
Kabupaten /Ko | 3 Pembangunan /Penyediaan Sistem Rumah Tangga
ta Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota
4 | Rehabilitasi/Peningkatan /Perluasan Sistem Rumah Tangga
Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat
Skala Kota
5 jRehabilitasi/Peningkatan / Perluasan Sistem Rumah Tangga
Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat
Skala Permukiman
6 | Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Rumah Tangga
Pengolahan Setempat
7 | Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah Orang
Domestik
8 | Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat Kelompok
terkaitPenyediaan Sistem Pengelolaan Air
Limbah Domestik
9 Pengembangan SDM dan Kelembagaan Unit
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NO PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN SATUAN
1 2 3 4 5
i0 [ Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan | M?®/Hari
Air Limbah Domestik
11 | Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi M3 /Hari
/Peningkatan fPerluasan Sistem Pengelolaan
Air Limbah Domestik Terpusat Skala
Permukiman
12 { Pembangunan/Penyediaan Sistem Orang
Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala
Permukiman
13 | Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Unit
Tinja
14 | Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja Dokumen
15 | Pembangunan/Penyediaan Sarana dan Rumah Tangga
Prasarana IPLT
16 | Rehabilitasi/Peningkatan /Perluasan Sarana Rumah Tangga
dan Prasarana IPLT
17 | Supervisi Dokumen
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan f Perlu
{ asan Sarana dan Prasarana IPLT
3.1.4 spMm Pelayanan Dasar Urusan Perumahan Rakyat
NO PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN SATUAN
1 2 3 4 5
1 |Program Pendataan Identifikasi Perumahan di Lokasi Dokumen
Pengembangan Penyediaan dan Rawan Bencana atau Terkena Relokasi
Perumahan Rehabilitasi Program
Rumah Korban Kabupaten/Kota
Bencana atau Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Dokumen
Relokasi Lokasi Relokasi Perumahan
Program
Kabupaten/Kota Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana |Dokumen
Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani
Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat| Dokumen
Bencana
Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah Dokumen
bagi Korban Bencana Alam atau Terkena
Relokasi Program Kabupaten/Kota
Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Dokumen
Rumah Susun dan Rumah Khusus
Pembangunan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana Unit Rumah
dan Rehabilitasi
g?ﬁ‘;ﬁf:{:ﬁn Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Dokumen
R ;1 Kasi Engineering Design (DED) bagi Rumah
cloxasl Korban  Bencana atau Relokasi
Program Program
Kabupaten /Kota Kabupaten/Kota
Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Ha
Rumah bagi Korban Bencana
Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana |Unit Rumah

Lingkungan Perumahan pada
Relokasi Program Provinsi

5 | Pembangunan Rumah Khusus Unit Rumah
beserta PSU bagi Korban Bencana
atau Relokasi Program Provinsi

6 (Operasional dan Pemeliharaan Unit Rumah
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3.1.5 SPM Pelayanan Dasar Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum,
Dan Pelindungan Masyarakat

NO PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN SATUAN
1 2 3 4 5
1 PROGRAM Penanganan Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Kasus
Eggﬁg&m N gatng%uan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan
etenteraman P :
DAN KETERTIBAN |dan Ketertiban gegah Dini, Pembzrfaan dan Penyuluhan,
claksanaan Patroli, Pengamanan, dan
UMUM Umum dalam
1 (Satu) Pengawalan
Daerah Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman Kasus
Kabupaten /Ko dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda
ta dan Perkada Melalui Penertiban dan
Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan
Massa
Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman Dokumen
dan Ketertiban Umum serta Perlindungan
Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota
Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat Dokumen
dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban I
Umum
Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Qrang
Pamongpraja dan Satuan Perlindungan
Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan
Tugas yang Bernyansa Hak Asasi Manusia
Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan Dokumen
dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan
Gangguan Ketentraman dan Ketertiban
Umum
Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Unit
Prasarana Ketentraman dan Ketertiban
Umum
Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Dokumen
Ketenteraman Masyarakat
Penyediaan Layanan dalam rangka Laporan
Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan
Perkada
Penegakan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah Laporan
Peraturan dan Peraturan Bupati/Wali Kota
Daerah Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Laporan
Kabupaten/Ko Pelaksanaan Peraturan Daerah dan
ta dan Peraturan Bupati/Wali Kota
Peraturan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Laporan
Bupati/Wal Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota
Kota
Pembinaan Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS Laporan
Penyidik
Pegawai Negeri
Sipil (PPNS)
Kabupaten/Ko
ta
2 PROGRAM Pelayanan Penyusunan Kajian Risiko Bencana Dokumen
PENANGGULANGA | Informasi Kabupaten/Kota
N BENCANA Rawan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Qrang
Bencana Edukasi (KIE} Rawan Bencana
Kabupaten/Ko Kabupaten /Kota {Per Jenis Bencana)
ta
Pelayanan Penyusunan Rencana Penanggulangan Dokumen
Pencegahan Bencana Kabupaten/Kota
dan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Orang
Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota
Terhadap
Bencana
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NO PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN SATUAN
1 2 3 4 S
3 | Pengendalian Operasi dan Penyediaan Dokumen
Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap
Bencana Kabupaten/Kota
4 |Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Unit
Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
5 |Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Dokumen
Pencegahan dan Kesiapsiagaan
6 Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Kawasan
Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana
7 |Penanganan Pasca Bencana
Kabupaten /Kota
8 |Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat | Orang -
{TRC) Bencana Kabupaten /Kota
9 [ Penyusunan Rencana Kontijensi Dokumen
10 | Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Orang
11 | Penyusunan Rencana Penanggulangan Dokumen
Kedaruratan Bencana
12 | Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam | Keluarga
Pelayanan 1 Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Laporan
Penyelamatan Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas
dan Evakuasi
Korban 2 | Respon Cepat Darurat Bencana Delkumen
Bencana Kabupaten/Kota
3 | Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban| Orang
Bencana Kabupaten/Kota
4 | Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Orang
Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
5 | Aktivasi Sistem Komando Penanganan Laporan
Darurat Bencana
6 | Respon Cepat Bencana Non ALam Dokumen
Epidemi/Wabah Penyakit
Penataan 1 Penyusunan Regulasi Penanggulangan Dokumen
Sistem Dasar Bencana Kabupaten/Kota
Penanggulanga
n Bencana 2 | Penguatan Kelembagaan Bencana Dokumen
Kabupaten /Kota
3 | Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan Dokumen
dalam Penanggulangan Bencana
Kabupaten/Kota
4 | Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Dokumen
Informasi Kebencanaan
5 |Pembinaan dan Pengawasan Laporan
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
6 |[Penanganan Pasca Bencana Dokumen
Kabupaten/Kota
3 Pencegahan, Pencegahan, 1 Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Dokumen
Penanggulanga N, |Pengendalian, Kabupaten /Kota
Penyelamatan Pemadaman,
Kebakaran Dan Penyelamatan,
Penyelamatan dan
NON KEBAKARAN |(Penanganan
Bahan
Berbahaya dan
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KEGIATAN

34

SUB KEGIATAN

SATUAN

1 2

3

4

S5

Beracun
Kebakaran
dalam Daerah
Kabupaten /Ko
ta

Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran
dalam Daerah Kabupaten/Kota

Dokumen

3

Penyelamatan dan Evakuasi Korban
Kebakaran dan Non Kebakaran

Laporan

Penanganan Bahan Berbahaya dan
Beracun Kebakaran dalam Daerah
Kabupaten /Kota

Dokumen

Standarisasi Sarana dan Prasarana
Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran
dan

Alat Pelindung Diri

Unig

Pengadaan Sarana dan Prasarana
Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran
dan

Alat Pelindung Dini

Dokumen

Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran

Dokumen

Pengelolaan Sistem Komunikasi dan
Informasi Kebakaran dan Penyelamatan
{SKIK)

Unit

Penyelengpgaraan Kerja Sama dan
Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar
lembaga, dan Kemitraan dalam
Pencegahan, Penanggulangan,
Penyelamatan Kebakaran

dan Penyelamatan Non Kebakaran

Orang

10

Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah
Tangga

Dokumen

Inspeksi
Peralatan
Proteksi
Kebakaran

Pendataan Sarana Prasarana Proteksi
Kebakaran

Laporan

Penilaian Sarana Prasarana Proteksi
Kebakaran

Laporan

Investigasi
Kejadian
Kebakaran

" |Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi

Penelitian dan Pengujian Penyebab
Kejadian
Kebakaran

Dokumen

Pemberdayaan
Masyarakat
dalam
Pencegahan
Kebakaran

Pemberdayaan Masyarakat dalam
Pencegahan dan Penanggulangan
Kebakaran

Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat

Orang

Pembentukan dan Pembinaan Relawan
Pemadam Kebakaran

Desa/Kelurahan

Dukungan Pemberdayaan
Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran
Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana

Dokumen

Penyelenggara
an Operasi
Pencarian dan
Perteclongan
Terhadap
Kondisi
Membahayaka
n Manusia

Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan
Pertolongan pada Peristiwa yang
Menimpa,

Membahayakan, dan/atau Mengancam
Keselamatan Manusia

Laporan

Standarisasi Sarana dan Prasarana
Pencarian dan Pertolongan Terhadap
Kondisi

Membahayakan Manusia/Penyelamatan
dan Evalqiasi

Pokumen

Pengadaan Sarana dan Prasarana
Pencarian dan Pertolongan Terhadap
Kondisi

Membahayakan Manusia/Penyelamatan
dan Evakuasi

Unit

Pembinaan Aparatur Pencarian dan
Pertolongan Terhadap Kondisi
Membahayakan Manusia/Penyelamatan
dan

Evalkuasi

Laporan
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3.1.6 SPM Pelayanan Dasar Urusan Sosial

NO] PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN SATUAN
1 2 3 4 5
1 |[PROGRAM |Rehabilitasi 1 [Penyediaan Permakanan Orang
REHAEILITA |Sosial Dasar (2 [Penyediaan Sandang Orang
SOSIAL gt_:nyg_rllidang 3 |Penyediaan Alat Bantu Orang
1sabilitas 4 |Pemberian Pelayanan Reunifikasi KeluargajOrang
Terlantar, - - - e
Anak S Per.n_benan Bimbingan Fisik, Mental, Orang
Terlantar Spiritual,
Lanjut Usia 6 |Pemberian Bimbingan Sosial kepada Orang
Keluarga Penyandang Disabilitas
Terlantar, : .
serta Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia
Terlantar, serta
Gelandangan 2
nga. 7 |Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Orang
Pengemis di .
Luar Panti Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat
: dan Kartu Identitas Anak
Sosial - =
8 |Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan |Orang
dan
9 |Pemberian Layanan Data dan Pengaduan |Orang
10 | Pemberian Layanan Kedaruratan Orang
11 | Pemberian Pelayanan Penelusuran Orang
12 | Pemberian Layanan Rujukan Dokume
2 |PROGRAM |Perlindungan |1 |Penyediaan Makanan Orang
PENANGANA |Sosial Korban |2 |Penyediaan Sandang Orang
BENCANA Bencana Alam |3 [Penyediaan Tempat Penampungan Unit
dan Sosial 4 |Penanganan Khusus bagi Kelompok Orang
Kabupaten/Ko|5 [Pelayanan Dukungan Psikososial Orang
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Tabel 3.2.2 Renaksi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2023-2027

Pencapalan SbM [N+2} Pencapaian SPA (W3]
Incikrtor Sumber e Sumber Instans!
o Layanan SPM Inisiasd Pendanaan |  Pelaksana 1 prishag Pendanaan | Pelsksans
Panerina Penenima Mutu Mot
Lavanan | Arggaren Layanan | Replisasi [ Liyenan | Realeesl | Anggaran Reatisasl | Lrymran | Realianl |
Darar Dasar
1 ] 1 G ] 0 1t [+ ] T 5 16 5] 7 ] = 3 F
=
1 | Pelayanan Kesetisten o Hamé 17369 150,000,000, Diias pinas
1 00 1107 APED KEsewatan  |19000 [0 . . WE00000 %0 - 3 Esa  |arBD EscHaran
][ Valkein Tetasis Dewri ] - o] l@ g __%
G]| Tablet Tambah Darah 1563.210 50.000-000,00 120,000 Tahlet 50.000.000 i 1 .00
Alst dereks! restko by Hamil, Test Kehamilan,
ot k 1B, Pemer d Carah, 17369 30.000.000,00 15000 Pakat 185,000,000 Paket
Pemnariksaan Gk Urin
]| Kartu Tbu/ Rekam Medis fbu 17369 16,000.006,00 15000 Paket 25 500,000 Ipaim
)| Boku Kesehatan low can Anak (KA 17365 30.000.:000,00 100 B 25.500.000 Bukis
N | Narjungan 4 K 17369 30.000.000,00 18000 Orang 70:000.000 Orang B
&) | Dokter/Dokier Spesialis Kebidanen [ B 7 Orang - rang
]| Eidan Eri) = Trang - jOrang
[] El Orang - Orang
DINAS piNAS
7 | Pamyanen Kesahaten lou Bersaln 15948 1400.519.000,00 | 2209 APBD cEschaTan | 15000 [1o0% 200000000 1657 hios  |areD kEscrazan
af | Formulir Pariogral FLEG 1000000000 6200 Forrmuir 10.600.000 Formuie
Y| KartuTBu {rekam medi) ~ 70,000, 16000 okt
) [ Buku Kesahatan fbu dan Asak (0] 15548 70.000.000,00 16000 Bk 35.000.000 [Bd
Dokier/Dokter Spasiaks Kebidanan dan Kandungan [] B 7 Orang . C00.000 ]
e | Bidan 37 27 Orang 4C.000.000 000
T} [Perawat (750 ] Trang 30-000.000 [Crang I ]
3 | Paizysnan Kesehatan Bayl fiar Labir 15790 ooo000000 (143 |aeo DN s oo 180000000 |1.307 100% 2P mem
) Vaksin Hepatitis BO 15790 5.000.000,00 16320 Vaksin 45.000.000 [Vaksin
B}| Vitamin KL ekt Bl 15790 E2.000 1 Al 500,000 [Ampol
)| Salep/Tetes Mata Antiblotik Orang 15790 3.000.000,00 fLEFr) Orarg 24 500,000
FormuIr Bayi Baru (ahir Formullr 578G 15,000, 000,00 Formulir 15500000
€} | Formullir Manajemen Terpcdu?_v‘ Muda (MTBM) | Orang 15790 15.000.000,00 ] 16320 Orang 16.000.000 Orang
1) | Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KA} Bubu 15790 20.000,000,00 16320 Bk 34,000.000 [Boky
]| Dokinr/Dokisr spesali ANk Grang 4 - 7 Orang - [Crang
hH Bidan Orang 327 - 3 Orang -
1) { Perawat Ofang ] - Orang - [Orarg
4 | Paiayanan Kasshatan Satts 63082 1635.012.000,00 apwo DA |0 fom 230000000 (11141 bsaococoomo paz |wso  PRESLL
Kuisioner Pra Skrining Perkembangan [KPSP) atau
a} Instrumen Standart Lalryang Berlaku Dokumen 63082 157.705.000,00 | Dokumen 63200 Dokumen 500,000 Doloamen:
B e ek Oinl Tumbuh kembang Ark Formulic 3082 63082000000 | Formullr 200 Formulr 5,000,000 Feemulle
| Buku Xartu Tbu dan Aok (RIA] | 5548 47.A40,000,00 | Bk e % B I ik ;
d)| Vitamin A Beu Kapsul 63082 107.239.40000 | Kapwad 63200 Kapsul 50.000.000 [Kapsul 1
)| Vizamin A Merah =] [ FTaee.a000 | Kapsd B0 Kapsl 30.000.000 il ]
8 Vakstn imunisasi Lanjutan: DPT -HB -Hib, Campak, . 60.000.000,00  |Vakdn 69200 Vaksin |rs.smmo Fm AF&SUMOQ.OO
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Pencapaian SPM [N+1) Pancapaian SPM (N+2} Pencapalan SPM (N+3)
Indikator N Tatuin Sumber instansi Sumber Instansi Surnber instans!
o Layanan SPM Dasar {N} Inisiasl ] o ctanaan | Pelaksana inisiasl |, anaan | Pelaksana ristasd b ondansan | Pelaksana
Panerima Mutu Penesima Mt Penerima Mutu
Layanan | Realisast | Layanan Anggaran Layanan |Reafisas | Layanan | Reslissdi Anggacan Layanan |Realisasi | Lavanan | Rewlsssl Anggaran
Tasar Dasar DCasar
1 E H L) H © Y 3 ] ) 11 1z 3 ey L] 3 i 1 5 ] 1 E£] i) L] F-3 3 Fi
Kabupaten/Kota
Waksin bmunisasi Dasar: HBO, BCG, Pallo, IPY, DPT - N
81| 4 -ib, Carapak, Aubella Vaksin Vaksin 100.000.000,00 | Vaksin 69200 Vaksin 60,000,000 70000 [Viktin }50.000.000,00
P Jarum Suntik e Sakar. Habis Fakal [BHP) Uik - Unit 1224660000 [ure 200 Urik 50,000,000 70000 (Ot 000.000,00
1) | Paralatan Anafilaktik Paket 42 Paleet 10.500.000,00 Paket £9200 Sakat 35.000.000 70000 Paket .000.000,00
| 7 |Ekan Orang 327 Orand - Orarg i&-’:i - 27 [Orang -
& | Dokter Orang 42 Orang - Orang 4 Orang - 4 [orang. -
T} | Pevavart Orarg 790 Grang - Orang 42 Orang - &2 [Crang -
m] Ahll Gl Orang 18 Orang - Orang 790 Orang 5.000.000 i3 [Orang 15.000.000,00
| Goru PAID Crarg - Orank - Orang E5] Orang - E] [Orang. -
o}| Kader Kesehatan Orang - Orang - Drang ES) Orang 4.000.000 E3] [Qrang. [4.000.000,60
5 | Peayanan K Pade Usle Desar 115098 | 118812 00 100.000.000,00 USRI il [PPSR P 400000000 10305 (AP0 |orsearan  [122580 |00 e A T
2| Buku Raport Kesehatarku Buku 118812 Buku 3.564.360,000,00 | Buku 120000 Buku 100,000.000 121580 Buku 100,000.000,00
bjf Buku Pemantauan Kesshatan Buly 118812 Bulas 3.564.350.000,06 120000 Buku 10G:000.000 121580 Buku [100.000.000,00
¢} Kuesloner Skrining Xesehatan Dokuen 118822 Dokumen 297.030.000,00 120000 Dodasmen 4,000,000 121580 Dokumen }4.000.000,00
Formulir Relapitulasl Hasil Pelayanan Kesehatan
L] i Sekolehdan Rema|a ol Dalam Sekolzh Dokumen 3 Dokumen 3.300.000,00 3 Dokuren 4.000.000 k<l Dokumen 14.000.000,00
Farmullr Rek Hasil Pelayanan K |
)| 11gia Sekolah dan Rematy di Luar Sekolah Formulic E<] Formulr 3.300.000,00 3 Formullr 4.000.000 E:] Formubis 14.000.000,00
71 | Pokter/Dokte: 5@ Gfang EE] Orang - EZ] Crang 46.000.000 E] [Orang .000.000,00
& Bdan Orang ES) Orang - EE] Orang 35.000.000 JES] Crang X
| Perawat Orang 5] Orane - E5] Grang 25,000,000 IE3] [Grang. 600.000,00
i G Orang Orang - EE] Crang 30,000,000 ] [orang .000.000,00
Jl | Tenaga Ketehatan Masyaralat Orang 3 Orang - E<] Orahg 15.000.00G |aa Oorang. ,000. 000,00
[ Gor Drang Drarg - = Orang 00 IES] [orang 1300000000
1} | Kadler Kesehatan Orang 2755 Orang - EE] Crang 20,000,000 Eg 000,000,060
6 | Peleymnan Kesehatan Pads Usia Produldtf argalz | 211159 100K 436,065.000,00 {4602 APBD ?ggnm 223160 | 100K 20000000 3452 |ara0 glsus:rswrm 223160 | 100% [360.000,000,00 P3C1 (APBD :'BE"“HATM
a)| feoman can meda Edukadt 132 Pedotan 132,065.000,00 m Pecoman 50.000000 12 Padoman Ja0.000. 000,00
Alzt Ukur Berat Badan, Alat Ukur Tingg! Badan, Alat
b} Ukur Ungkar Perut, Tensimeter, Glukometer, Fes | unit 211189 Unit '300:000.000,00 223160 unk 185,000,000 223160 i [205,000.000,00
Strip Gula Darah, Lancet, Kapas Alkohol, KIT VA Tes
D et sl ot I ) I > o I T : e | ponene
dj| Dokter Orang 42 Orang - 42 Orang - 42 Orang
]| Bidan Orarg 327 Orang - 27 Crang - 57
f} [ Perawat Orang 790 Orang - 750 Crang - 730 Orang
B)| A Gl Drang Orang - Crang - % Orang
hi[ Yenaga Keseh yarak Orang 118 Orang - 118 Orang - 18 Orang -
1) | Fervags Non Kesshatan Terfatin Orang - Orang g E5 Crang 10.000.000 Eg) Orang [10.500.000,00
7 | Pelayenan Kesehaten Pade tsta Loakt @ors {5076 100% saRsaomn {3 (AMD e |52z | ook magoon [0 o [oreo. o [wox ps0000000 7 Ja#e0  fecmaran
)| Strip Ujl Pemerik Darah, Faket Patet 200,000.060,00 S2112 Paket 100.000.060 53012 TPihet [100,000.500,00 |
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Tabel 3.2.3 Renaksi Penerapan SPM Bidang Pekerjaan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2023-2027
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Tabel 3.2.4 Renaksi Penerapan SPM Bidang Perumahan Rakyat Kabupaten Ogan Komering [lir Tahun 42023-2027
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Tabel 3.2.5 Renaksi Penerapan SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Pelindungan Masyarakat Ogan Komering [lit Tahun 2023-2027
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Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintah Daerah, di pasal 18 mengamanatkan bahwa
Pelaksanaan pelayanan dasar pada urusan pemerintahan wajib yang
berkaitan dengan pelayanan dasar berpedoman pada SPM yang
ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Amanat dalam Undang-Undang ini
merupakan bukti keseriusan pemerintah agar memperhatikan target
yang ada dalam SPM menjadi prioritas pembangunan di daerah.

Dokumen perencanaan daerah bersifat sistematik dan berjenjang
mulai dari RPJPD, RPIJMD, RKPD, RENSTRA SKPD sampai ke
penjabaran operasionalnya RENJA SKPD dan RKA SKPD. Sistematik ini
dimaksudkan antar-dokumen saling terkait dan saling mempengaruhi.
Satu sub sistem perencanaan berubah yang lain akan mengikuti
perubahan, sedangkan berjenjang dimulai dari filsafat perencanaan
jangka panjang yang dijadikan arahan untuk aksi implementasi di
jangka pendek/tahunan.

Untuk itu Renaksi Penerapan SPM ini tidak hanya berakhir pada
satu tatanan teks perencanaan saja, namun untuk mewujudkannya
perlu proses integrasi pada tahapan dokumen perencanaan selanjutnya,
sehingga Renaksi Penerapan SPM ini mampu berjalan sesuai dengan
yvang direncanakan, maka perlu ada integrasi dengan proses
perencanaan berikutnya melalui:

1. Upaya pemenuhan SPM pada urusan pemerintahan wajib yang
berkaitan dengan pelayanan dasar dipastikan menjadi isu strategis
daerah, baik dalam perencanaan jangka panjang, jangka menengah
maupun yang sifatnya tahunan.

2. Integrasi rencana pemenuhan SPM pada Rencana Jangka Menengah
Daerah (RPJMD} dapat dilakukan pada saat perumusan:

a. Gambaran umum kondisi daerah, khususnya dikaitkan dengan
penyelenggaraan pemenuhan dan pencapaian kebutuhan dasar
oleh Pemerintah Daerah

b. Gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka
pendanaan, khususnya dikaitkan dengan besaran anggaran yang
diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan dasar.

¢. Permasalahan dan isu strategis daerah, khususnya dikaitkan
dengan isu pemenuhan kebutuhan dasar untuk setiap Urusan
Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar.

d. Strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah,
khususnya dikaitkan dengan strategi Pemerintah Daerah dalam
menyusun arah kebijakan dan merumuskan program dalam
pemenuhan kebutuhan dasar.

e. Kerangka pendanaan pembangunan dan program Perangkat
Daerah, khususnya dikaitkan dengan program Perangkat Daerah
dan pendanaan yang diperuntukkan dalam pemenuhan
kebutuhan dasar.

f. Kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, khususnya
dikaitkan dengan indikator kinerja daerah dalam pencapaian
pemenuhan kebutuhan dasar.
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3. Integrasi rencana pemenuhan SPM pada dokumen Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD} dapat dilakukan pada saat perumusan:

a.

Gambaran umum kondisi daerah khususnya dikaitkan dengan
penyelenggaraan dan pencapaian program dan kegiatan
Perangkat Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar.

- Kerangka ekonomi dan keuangan daerah, khususnya dikaitkan

dengan besaran anggaran yang diperuntukkan bagi pemenuhan
kebutuhan dasar.

Sasaran dan prioritas pembangunan daerah, khususnya untuk
memastikan capaian pemenuhan kebutuhan dasar dalam
rencana kerja tahunan.

Rencana kerja dan pendanaan daerah, khususnya dikaitkan
dengan program, kegiatan, dan alokasi dana indikatif dan sumber
pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan
kebutuhan dasar.

Kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah, khususnya
dikaitkan dengan indikator kinerja daerah dalam pencapaian
pemenuhan kebutuhan dasar.

4. Integrasi rencana pemenuhan SPM pada dokumen Renstra
Perangkat Daerah dapat dilakukan pada saat perumusan:

a.

b.

Gambaran pelayanan Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan
dengan capaian dan pemenuhan kebutuhan dasar.

Permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah, khususnya
dikaitkan dengan permasalahan pokok yang dihadapi Perangkat
Daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.

Tujuan dan sasaran, khususnya dikaitkan dengan penjabaran
kebijakan Perangkat Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
Strategi dan arah kebijakan, khususnya dikaitkan dengan
memperhatikan permasalahan dan isu strategis dalam
pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.

Rencana program dan kegiatan serta pendanaan, khususnya
dikaitkan dengan program, kegiatan, dan alokasi dana indikatif
dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian
pemenuhan kebutuhan dasar.

Kinerja penyelenggaraan bidang urusan, khususnya dikaitkan
dengan indikator kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan
kebutuhan dasar.

5. Integrasi rencana pemenuhan SPM pada dokumen Renja Perangkat
Daerah dapat dilakukan pada saat perumusan:

a.

b.

Hasil evaluasi Renja PD tahun lalu, khususnya dikaitkan dengan
upaya optimalisasi pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan
dengan penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam
pemenuhan kebutuhan dasar

Rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah, khususnya
dikaitkan dengan dengan program, kegiatan, dan alokasi dana
indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian
pemenuhan kebutuhan dasar.
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6. Integrasi Renaksi Penerapan SPM Ke Dalam Penganggaran Daerah
Integrasi SPM ke dalam perencanaan dan penganggaran juga
termasuk sinkronisasi target SPM antar dokumen perencanaan
pembangunan (RPJMD, RENSTRA, RKPD, RENJA) dioperasionalkan
semua dokumen tersebut ke dalan RKA OPD. Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai instrumen rencana
pembangunan tahunan daerah selanjutnya melahirkan RAPBD yang
setiap tahun disepakati bersama antara eksekutif dan legislatif.
Dokumen penganggaran tahunan daerah meliputi:

a. Kebijjakan Umum APBD (KUA) adalah dokumen yang memuat
kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta
asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun;

b. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) adalah
rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal
anggaran yang diberikan kepada PD wuntuk setiap program
sebagai acuan dalam penyusunan RKA-PD sebelum disepakati
dengan DPRD;

c. Rencana Kerja Anggaran (RKA) PD adalah dokumen perencanaan
dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan dan rencana
belanja program dan kegiatan PD sebagai dasar penyusunan
APBD.
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BAB IV
PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN PELAKSANAAN SPM

4.1. PEMANTAUAN DAN EVALUASI SPM

Standar Pelayanan Minimal merupakan ketentuan mengenai
Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak
diperoleh setiap Warga Negara secara minimal sebagaimana diatur
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan Minimal. Penerapan SPM dan pemenuhan pelayanan dasar
tersebut dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan Kabupaten/Kota.
Untuk memastikan bahwa target dan sasaran pemenuhan layanan
Dasar SPM di daerah terpenuhi, maka perlu dilakukan pemantauan dan
evaluasi yang dilakukan secara berkala setiap triwulan.

Dalam hal ini kegiatan pemantauan lebih terfokus pada kegiatan
yvang akan dilaksanakan. Pemantauan dilakukan dengan cara menggali
untuk mendapatkan informasi secara regular berdasarkan indikator
tertentu, dengan maksud mengetahui apakah kegiatan yang sedang
berlangsung sesuai dengan perencanaan dan prosedur yang telah
disepakati. Indikator pemantauan mencakup esensi aktivitas dan target
yvang ditetapkan pada perencanaan program. Apabila pemantauan
dilakukan dengan baik akan bermanfaat dalam memastikan
pelaksanaan kegiatan tetap pada jalurnya dan sesuai pedoman serta
perencanaan program. Pemantauan tersebut diharapkan memberikan
informasi kepada pengelola program apabila terjadi hambatan,
penyimpangan dan masukan dalam melakukan evaluasi.

Secara prinsip, pemantauan dilakukan guna memastikan
kesesuaian proses dan capaian sesuai rencana, apakah tercapai atau
tidak. Bila ditemukan penyimpangan atau kelambanan maka segera
dibenahi sehingga kegiatan dapat berjalan sesuai rencana dan
targetnya. Jadi, hasil ini akan menjadi input bagi kepentingan proses
selanjutnya.

Fokus pelaksanaan pemantauan pada saat pelaksanaan program
dan kegiatan pencapaian SPM adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan, dalam hal perencanaan, pemantauan dilakukan untuk
memastikan bahwa rencana program dan kegiatan yang akan
diselenggarakan telah mendapatkan masukan dari berbagai pihak
dan telah diketahui bersama- sama, sehingga konsep yang akan
dilakukan terbuka.

2. Pelaksanaan Kegiatan, untuk memastikan bahwa Xkegiatan yang
direncanakan telah terlaksana dengan baik. Ukuran untuk
pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan
melihat tingkat ketepatan waktu pelaksanaan, penggunaan anggaran
sesuai dengan yang direncanakan dan memastikan apakah pihak-
pihak terkait pada awal perencanaan ikut berpartisipasi di
dalamnya.

3. Penggunaan sumber daya, untuk memastikan apakah dalam
penggunaan sumber daya sudah cukup baik. Dalam hal ini
pemantauan sumber daya dapat dilakukan dengan menggunakan
indikator sumber daya manusia yang ditetapkan dalam perencanaan
dapat menjalankan tugasnya atau tidak. Berbagai perlengkapan dan
peralatan yang menunjang kegiatan apakah digunakan dengan baik,
tidak ada pembirisan atau penggunaan berlebihan.
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4. Penyampaian perkembangan hasil, pemantauan dilakukan dengan
memastikan bahwa pada setiap unit yang diberikan tanggung jawab
selalu memberikan laporan rutin kepada pimpinan unitnya sebagai
penanggung jawab pelaksanaan program dan kegiatan. Waktu dan
media pelaporan menjadi kesepakatan bersama dan dijadikan
sebagai bukti pada saat pelaksanaan pemantauan.

5. Pelaku kegiatan, apakah masing-masing penanggung jawab kegiatan
sudah berperan sesuai kesepakatan. Pemantauan dilakukan untuk
memastikan apakah pihak terkait telah dilibatkan dalam
pelaksanaan kegiatan, antara lain kelompok masyarakat, LSM,
instansi antar pemerintah, donor, dan lainnya sesuai yang
disepakati.

Adanya pelaksanaan pemantauan ini memiliki fungsi yang baik
dalam mengontrol Penerapan SPM yang mempunyai empat fungsi,
yaitu:

a. Ketaatan/compliance, pemantauan menentukan apakah tindakan
administrator, staf, dan semua yang terlibat mengikuti standar
dan prosedur yang telah ditetapkan.

b. Pemeriksaan/auditing, pemantauan menetapkan apakah sumber
dan layanan yang diperuntukkan bagi pihak tertentu (target) telah
mencapai mereka.

c. Laporan/accounting, pemantauan menghasilkan informasi yang
membantu “menghitung” hasil perubahan sosial dan masyarakat
sebagai akibat implementasi kebijaksanaan sesudah periode
waktu tertentu.

d. Penjelasan/explanation, pemantauan menghasilkan informasi
yang membantu menjelaskan bagaimana akibat kebijaksanaan
dan mengapa antara perencanaan dan pelaksanaannya tidak
cocok.

Evaluasi dilakukan pada akhir kegiatan, untuk mengetahui hasit
atau capaian akhir dari kegiatan atau program. Hasil Evaluasi
bermanfaat bagi rencana pelaksanaan program yang sama diwaktu dan
tempat lainnya. Evaluasi bertujuan untuk mengetahui apakah program
itu mencapai sasaran yang diharapkan atau tidak. Evaluasi lebih
menekankan pada aspek hasil yang dicapai terhadap output. Evaluasi
bisa dilakukan jika program itu telah berjalan setidaknya dalam suatu
periode sesuai dengan tahapan Penerapan SPM.

Dalam pelaksanaan evaluasi terhadap pencapaian SPM di
Kabupaten Ogan Komering Ilir, maka indikator utama yang digunakan
adalah indikator SPM itu sendiri yang ada pada masing-masing urusan,
dengan membandingkan antara realisasi dan target yang telah
ditentukan sebesar 100% dengan kategori tercapai atau tidak. Jika
target indikator dalamm SPM tidak tercapai, maka dapat di crosscheck
apa penyebab tidak tercapai. Ini dapat dilakukan dengan memeriksa
kembali apa yang direncanakan baik dari sisi kegiatan, anggaran
maupun sasaran sudah terlaksana semua atau tidak. Perkiraan tidak

tercapai juga sebenarnya sudah dapat terdeteksi berdasarkan hasil
Pemantauan pada saat pelaksanaan program dan kegiatan.
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Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi perlu melakukan identifikasi
kemungkinan terhadap permasalahan, antara lain:
a. Kebijakan Daerah.
Beberapa pertanyaan dasar pada aspek kebijakan antara lain:
1. Apa saja kebijakan daerah yang terkait secara langsung
maupun tidak dalam pelaksanaan SPM?
2. Apakah kebijakan daerah mendukung atau sebaliknya malah
menghambat pemberian layanan dasar kepada masyarakat?
3. Adakah di antara kebijjakan yang dibuat Pemda
bertentangan dengan kebijakan atau regulasi di atasnya?
4. Sumber Daya Manusia (SDM) Pelaksana Layanan Dasar.

b. Aspek SDM.
Beberapa pertanyaan dasar pada aspek SDM antara lain:

1. Berapa jumlah SDM pemberi layanan dasar pada masing-
masing bidang SPM?

2. Bagaimana kualifikasi SDM pelaksana layanan yang dimiliki,
apakah sudah sesuai standar teknis atau belum? Berapa
banyak jumlah SDM pada masing-masing kategori tersebut?

3. Bagaimana daerah merespon permasalahan pada aspek SDM
untuk memastikan pelayanan dasar terberikan kepada seluruh
warga negara calon penerima dengan standar mutu minimal
sesuai perundangan?

4. Jika dibutuhkan pelatihan untuk peningkaatan SDM,
pelatihan apa yang paling dibutuhkan dan berapa SDM yang
akan dilibatkan?

c. Aspek Koordinasi

Beberapa pertanyaan dasar pada aspek koordinasi antara lain:

1) Apakah tim penerapan SPM telah terbentuk?

2} Bagaimana pola koordinasi antar lembaga pengampu
perencanaan dan penganggaran, pengadministrasian
pembangunan, dan perangkat daerah pelaksana pelayanan dasar
(SPM) dalam menerapakan dan melaksanakan pemenuhan SPM?
Apakah di sektor koordinasi level ini masih terdapat masalah?
Apa saja masalah utama yang timbul? Dan apa alternatif solusi
vang mungkin dilakukan?

3) Jika ada kerjasama daerah yang dilakukan dalam
melaksanakan pemenuhan SPM, apakah ada masalah di level
koordinasi? Jika ada, apa masalah utama dan bagaimana
persoalan itu dapat diatasi?

4) Bagaimana hubungan antar level pemerintahan (daerah dan
pusat) dalam menerapkan dan melaksanakan pemenuhan SPM?
apakah ada masalah di level koordinasi? Jika ada, apa masalah
utama dan bagaimana persoalan itu dapat diatasi?

5) Bagaimana hubungan Pemda dengan lembaga nonpemerintah yang
memberikan layanan dasar (SPM) di daerah? apakah ada masalah di
level hubungan lintas kelembagaan dan koordinasi? Jika ada,
apa masalah utama dan bagaimana persoalan itu dapat diatasi?
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d. Aspek Manajemen Kerja.

Beberapa pertanyaan dasar pada aspek manajemen kerja antara

lain:

1) Apakah terdapat masalah di level manajemen Kkerja untuk
menerapkan dan melaksanakan pemenuhan SPM? Jika ada, apa
masalah utama dan bagaimana persoalan itu dapat diatasi?

2) Terkait proses penerapan SPM mulai dari pembentukan tim
penerapan, proses pendataan, penghitungan kebutuhan,
perencanaan, sampai dengan pelaksanaan SPM, apa ada problem
manajemen yang membuat penerapan SPM jadi terhambat?

3) Dalam hal teknis pekerjaan kegiatan sarana dan prasarana
SPM, apa masalah utama yang dihadapi? Apakah lelang
pekerjaan masih jadi salah satu masalah? Atau apa masalah
paling utama di sektor ini dan bagaimana persocalan tersebut
dapat diatasi?

e. Aspek Pendanaan.

Beberapa pertanyaan dasar pada aspek pendanaan antara lain:

1} Apakah Pemda memiliki kapasitas pendanaan yang memadai
untuk melaksanakan pemenuhan SPM bagi seluruh calon
penerimanya?

2) Bagaimana Pemda menyusun strategi dan mebuat pola
pendistribusian alokasi anggaran untuk tiap bidang SPM? apakah
ada pengutamaan dan prioritas berdasarkan periodisasi tahun
anggaran?

3) Atau apakah pendanaan SPM diberikan kepada seluruh bidang
secara paralel, bergantung penghitungan kebutuhan anggaran
tiap layanannnya? Sebaliknya, ataukah penghitungan kebutuhan
anggaran tidak menjadi patokan dalam pengalokasian anggaran
tiap bidang SPM? perangkat daerah kemudian mencocokkan
distribusi anggaran kepada tiap layanan berdasarkan alokasi
yang ditetapkan?

4) Bagaimana kontribusi dana transfer dari pemerintah pusat dalam
melaksanakan pemenuhan SPM? Bagaimana proporsinya jika
dibandingkan dengan APBD murni dalam memenuhi target
pelaksanaan SPM? Terkait dana transfer ini, bidang SPM apa
yang dirasa membutuhkan dukungan anggaran paling besar?
Dan mengapa?

5) Apakah ada sumber dana nonpemerintah yang dimanfaatkan oleh

6) Pemda dalam memenuhi pemberian layanan (SPM) kepada
warganyar

7) Jika ada, dari instansi mana saja dan berapa besar anggaran
nonpemerintah yang termanfaatkan, serta berimbas pada berapa
banyak warga yang terlayani?

8) Jika dapat dihitung proporsi pelayanan layanan dasar yang
diselenggarakan oleh Pemda dan lembaga nonpemerintah, berapa
besar pelayanan dasar kepada masyarakat yang diberikan oleh
masing-masing lembaga? Lalu berapa total cakupan layanan

kepada masyarakat dengan menghitung kontribusi dari
keduanya?
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Evaluasi pencapaian indikator SPM dilakukan dengan
menggunakan tabel dasar yang ada dalam Rencana Aksi sebagai

berikut:
Tabel 4.1 Evaluasi pencapaian indikator SPM
Jenis Mutu Indikator Presentase
No | Pelayanan Layanan SPM Satuan Target Realisasi Capaian |Permasalahan
Dasar Dasar
1 2 3 4 5] 6 7 8 9

Penilaian terhadap Evaluasi merupakan tahapan yang berkaitan
erat dengan kegiatan pemantauan, karena kegiatan evaluasi dapat
menggunakan data yang disediakan melalui kegiatan pemantauan.
Dalam merencanakan suatu kegiatan hendaknya evaluasi merupakan
bagian yang tidak terpisahkan, sehingga dapat dikatakan sebagai
kegiatan yang lengkap. Evaluasi diarahkan untuk mengendalikan dan
mengontrol ketercapaian tujuan. Evaluasi berhubungan dengan hasil
informasi tentang nilai serta memberikan gambaran tentang manfaat
suatu kebijakan. Istilah evaluasi ini berdekatan dengan penafsiran,
pemberian angka dan penilaian.

Dengan demikian, pemantauan dan evaluasi dibuat dengan tujuan
sebagai media untuk belajar dari pengalaman, maka pada prinsipnya
semakin banyak pihak yang melakukan pemantauan dan evaluasi akan
semakin membaik. Namun demikian, stakeholder terkait yang paling
merasakan dampak program yang harus menjadi pengendali proses
pemantauan dan evaluasi dan berhak menentukan siapa saja yang
perlu dilibatkan.

4.2. PELAPORAN PELAKSANAAN RENAKSI PENERAPAN SPM

Berdasarkan pedoman Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59
Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Gubernur,
Bupati-Walikota menyampaikan laporan SPM secara triwulan melalui
aplikasi berbasis web (e-SPM): https:/ /spm.bangda.kemendagri.go.id,

Analisis capaian SPM mengacu pada materi utama pencapaian
SPM dalam Permendagri Nomor 59 Tahun 2021, dilakukan terhadap
capaian Penerapan SPM, anggaran yang dialokasikan oleh daerah dan
permasalahan dalam usaha pemenuhan SPM.

a. Indeks Pencapaian SPM.
Bagian ini akan menganalisis gap Indeks Pencapaian SPM dengan
menganalisis terfokus terhadap:
1) Analisis gap atas identifikasi dari kondisi eksisting dan target
pemenuhan Indeks Pencapaian pada tiap tahun penerapan SPM;
2) Capaian target dianalisis dengan melihat capaian hasil
pelaksanaan;

3) SPM atas target yang telah ditetapkan dalam dokumen
perencanaan.
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b. Anggaran SPM.

Bagian ini akan menganalisis alokasi anggaran pada tiap Penerapan

SPM dengan menganalisis terfokus terhadap:

1) Bagaimana menyusun prioritas anggaran pembangunan?

2) Bagaimana SPM diposisikan?

3) Berapa alokasi anggaran pada tiap bidang SPM? Apakah
anggaran SPM yang dialokasikan sesuai dengan penghitungan
kebutuhan dan dapat menjawab permasalahan utama SPM?

4) Apakah alokasi yang diberikan cukup untuk memastikan
pemenuhan Indeks Pencapaian SPM terhadap penerima layanan
dan mutu layanan, terutama dalam mencapai target output pada
tiap kegiatan pemenuhan SPM?

5) Dengan memilah alokasi SPM pada program, kegiatan dan sub
kegiatan, berapa proporsi anggaran utama dan pendukung pada
tiap bidang SPM?

¢. Permasalahan SPM.

Bagian ini akan menganalisis permasalahan dalam melaksanakan

penerapan dan pemenuhan Indeks Pencapaian SPM dengan

menganalisis terfokus terhadap:

1) Mengapa terdapat gap dalam pemenuhan SPM di daerah?

2) Apa saja permasalahan yang dihadapai dalam tiap tahapan
penerapan SPM?

3) Mengapa masalah tersebut terjadi dan apa solusi yang diambil
untuk mengatasi permasalahan tersebut?
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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. KESIMPULAN

Hasil Evaluasi bermanfaat bagi rencana pelaksanaan program yang
sama diwaktu dan tempat lainnya. Evaluasi bertujuan untuk
mengetahui apakah program itu mencapai sasaran yang diharapkan
atau tidak. Evaluasi lebih menekankan pada aspek hasil yang dicapai
terhadap output. Evaluasi bisa dilakukan jika program itu telah berjalan
setidaknya dalam suatu periode sesuai dengan tahapan Penerapan SPM.

Capaian pada tiap bidang SPM di Kabupaten Ogan Komering Ilir
masih rendah diakibatkan belum terintegrasinya SPM ke dalam
Dokumen Perencanaan Daerah. Rencana aksi penerapan SPM menjadi
strategi dalam pencapaian pemenuhan SPM, memuat terhadap program,
kegiatan dan sub kegiatan, penerima dan mutu layanan dasar serta
sumber pendanaan yang merupakan komitmen pemerintah daerah
dalam rangka pemenuhan SPM selama S tahun ke depan.

5.2. SARAN

1. Perlunya diadakan sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun
2018 dan Permendagri Nomor 59 Tahun 2021, untuk pemahaman
terhadap kewenangan pemenuhan pencapaian SPM di Kabupaten Ogan
Komering Ilir.

2. Perlu penguatan Tim Penerapan SPM Daerah Kabupaten Ogan
Komering Ilir berkaitan dengan nomenklatur program, kegiatan, sub
kegiatan sebagaimana yang tercantum pada Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
serta pemutakhirannya yaitu Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor
050-5889 Tahun 2021.

3. Tim penerapan SPM Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir
secepatnya mengoordinasikan Rencana Aksi Penerapan SPM Daerah
yang diprakarsai oleh Bagian Tata Pemerintahan, guna pemenuhan
SPM dan memastikan ketersediaan anggaran pemenuhan Pelayanan
Dasar dalam APBD setiap tahun melalui perencanaan dan
penganggaran.

4. Perlu bimbingan kepada Tim Penerapan SPM dalam pelaporan SPM
sesuai dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2021, pelaporan secara
triwulan yang dilaporkan kedalam Aplikasi e- SPM sebagai berikut :
https://spm.bangda.kemendagri.go.id/
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5. Perlu adanya skema pembiayaan yang mendukung Penerapan SPM
melalui Kerjasama Corporate Social Responsbility (CSR) dan sumber-
sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan.

Demikian Renaksi Penerapan SPM ini dibuat, semoga bermanfaat
untuk percepatan penerapan dan peningkatan Indeks pencapaian SPM

di Kabupaten Ogan Komering Ilir.

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

MUCHENDI MAHZAREKI

Paraf Hirarki Paraf Koordinasi
Sekretaris Daerah =, Kepala Bagian Hukum l g
Asisten Pemerintahan dan Kesra e
Kabag Tata Pemerintahan sl
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